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ABSTRAK 
ANALISIS KELEBIHAN DAN KEKURANGAN 
IMPLEMENTASI PSAK 107  
TENTANG IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK  
DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN  
PADA PT BANK MUAMALAT CABANG MAKASSAR 
 
Muh Tajrim 
Abdul Hamid Habbe 
Abdul Rahman 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang 
kelebihan dan kekurangan implementasi PSAK 107 tentang Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik dalam pembiayaan perumahan pada PT Bank Muamalat Cabang 
Makassar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian 
ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan 
konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Hasil 
penelitian terhadap perlakuan akuntansi IMBTyang dilterapkan oleh PT Bank 
Muamalat Cabang Makassar menunjukkan  bahwa skim IMBT yang diterapkan 
telah sesuai dengan standar ditetapkan dalam PSAK 107. Adapun kelebihan dan 
kekurangan implementasi PSAK 107 tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam 
pembiayaan perumahan adalah nilai asset dalam laporan keuangan 
menggelembung sehingga bank akan menanggung pajak yang besar. Alternatif 
Musyarakah Mutanaqisah yang dipandang lebih baik daripada IMBT membuat 
PT Bank Muamalat Cabang Makassar memutuskan untuk beralih pada 
pembiayaan perumahan menggunakan skim Musyarakah Mutanaqisah. 
 
 
 
Kata kunci:  pembiayaan, Ijarah, Musyarakah 
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ABSTRACT 
ANALYSIS  ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
OF PSAK 107 IMPLEMENTATION ON IJARAH 
MUNTAHIYAH BITTAMLIK IN HOUSING FINANCE AT BANK 
MUAMALAT CABANG 
Muh Tajrim 
Abdul Hamid Habbe 
Abdul Rahman 
 
 
 
This study aims to identify and provide an overview  the advantages and 
disadvantages of  PSAK 107 implementation on Ijarah Muntahiyah Bittamlik in 
housing finance at PT Bank Muamalat Cabang Makassar . The research method 
is descriptive qualitative . This explains the social phenomena that exist to 
develop the concept and gather facts, but does not test the hypothesis. The 
accounting treatment IMBT in  PT Bank Muamalat Cabang Makassar showed 
that skim IMBT applied in accordance with the standards set forth in PSAK 107. 
The advantages and disadvantages of PSAK 107 implementation on Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik in housing finance is the value of assets in the financial 
statements will highly increase so the bank will bear the tax in large numbers 
anyway. Musharaka Mutanaqisah alternatives considered better than IMBT make 
PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar decided to using Musharaka 
Mutanaqisah skim. 
 
 
 
Keywords: finance, Ijarah, Musharaka 
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  BAB I 
  PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Islam sebagai the way of life merupakan ajaran yang memberikan 
petunjuk, arah dan aturan-aturan (syariat) pada semua aspek kehidupan 
manusia guna memperoleh kebahagian di dunia dan akhirat. Salah satu aspek 
yang diatur dalam islam adalah aspek muamalat, dalam hal ini penulis 
menekankan pada bidang ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang 
terdiri dari dua kata, yakni oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang 
berarti ilmu. Secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang 
mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya. 
Hasanuzzaman (1991:1) memberikan definisi: “Islamic Economic 
is the knowledge and application and rules of the shariah that prevent 
injustice in the requisition and disposal of material resources in order to 
profide satisfaction to human being and enable them to perform they 
obligations to Allah and the society.” 
Dari penjelasan di atas, dapat kita peroleh perbedaan antara 
sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi konvensional. Sistem 
ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang dilaksanankan 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan oleh Allah yang 
diturunkan melalui Al-Quran dan diterangkan dalam Hadis Nabi 
Muhammad SAW. guna memperoleh kebahagian di dunia dan akhirat. 
Sedangkan sistem ekonomi konvensioanal merupakan merupakan sistem 
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ekonomi yang memiliki landasan bebas sehingga dalam penerapannya 
tergantung pada pihak-pihak yang berkepentingan semata. 
Ekonomi Islam merupakan sistem yang memenuhi kebutuhan 
perorangan dan kelompok, seperti kebutuhan hajat hidup dan proses dan produk 
yang halal, baik, adil, dan saling ridha. Dalam bidang Ekonomi Islam, terdapat 
hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam melakukan kegiatan atau 
transaksi ekonomi, misalnya pelarangan kegiatan yang bersifat spekulasi dan 
riba dalam berbagai bentuknya, serta tidak mengenal konsep nilai waktu dari 
uang (time value of money). Hal-hal inilah yang membedakan antara Sistem 
Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Ribawi atau Kapitalis. 
Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah, baik di level 
nasional maupun internasional, telah memberikan gambaran bahwa Sistem 
Ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang 
telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di 
Indonesia. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia juga demikian cepat, 
khususnya perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. 
Perbankan syariah mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 
dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk 
memperkenalkan instansi dan produk yag terbilang baru dan asing di Indonesia, 
meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Kendala yang dihadapi 
mulai dari istilah yang cukup sulit diucapkan, dituliskan, dihafalkan, hingga 
dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit dan sangat berbeda 
dengan sistem konvensional. Namun, dari waktu ke waktu masyarakat kian 
memahami dan menyadari pentingnya keberadaan bank syariah. 
 Perbankan syariah menerapkan  prinsip-prinsip Islam ke dalam setiap 
transaksi maupun kegiatan-kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam 
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perbankan syariah yaitu transaksi keuangan yang berupa penyimpanan uang 
maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (interest free banking). 
Prinsip ini dikenal dengan konsep bagi hasil.  
Salah satu tujuan kegiatan operasional perbankan syariah adalah 
memberikan pembiayaan-pembiayaan yang dapat membantu masyarakat dalam 
menjalankan kegiatan usahanya. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah, dijelaskan mengenai pembiayaan yang diberikan 
oleh bank syariah. Ada lima jenis  pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, 
yaitu transaksi bagi hasil,  sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, dan 
sewa-menyewa jasa. 
Pembiayaan transaksi bagi hasil dilakukan dalam bentuk Mudharabah 
dan Musyarakah.Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa-beli 
dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik.Transaksi jual beli dalam bentuk piutang 
Murabahah, Salam, dan Istishna‟. Transaksi pinjam-meminjam yang dilakukan 
dalam bentuk piutang Qardh dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk 
Ijarah untuk transaksi multijasa. 
Dalam pembiayaan perumahan sendiri, transaksi yang dapat digunakan 
oleh perbankan syariah adalah Murabahah, Ijarah,  Diminishing Musharaka atau 
Musyarakah Mutanaqisah, dan Istishna. Namun, dalam praktek,  umumnya bank 
syariah di Indonesia melakukan pembiayaan perumahaan dengan akad 
Murabahah karena alasan kepraktisan dan pengetahuan sumber daya 
manusianya. 
Murabahah adalah metode pembiayaan suatu barang dengan cara 
memberitahukan kepada pembeli harga perolehan dari suatu barang sejak awal 
kepada pembeli. Harga dari barang yang diperjualbelikan sebesar harga 
perolehan barang tersebut ditambah keuntungan  yang disepakati oleh penjual 
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dan pembeli. Sedangkan Ijarah, adalah transaksi sewa-menyewa atas sebuah 
asset (Karim, 2008 :140). 
Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad ijarah dengan wa‟ad (janji dari 
satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu) perpindahan 
kepemilikan asset yang diijarahkan pada saat tertentu.Jadi dalam Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik, pada saat transaki sewa selesai, akan dilakukan 
perpindahan kepemilikan dari Penyewa kepada Si Penyewa dengan dua opsi. 
Yaitu dengan opsi hibah atau opsi jual (Karim, 2008 :141). 
Terkait dengan masalah perumahan, dalam rangka memenuhi 
kebutuhan perumahan masyarakat dan masayarakat tidak mampu, pemerintah 
sejak tahun 2007 telah mencanangkan pembangunan proyek hunian bersubsidi. 
Proyek ini direncanakan bekerjasama dengan empat puluh bank di Indonesia. 
Hingga saat ini, enam belas bank telah menyatakan kesanggupan sebagai bank 
pelaksana penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan 
menandatangani  nota kesepahaman (MoU) dengan Departemen Permukiman 
dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil). 
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada tahun 2012 telah 
menyiapkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 
Rp 6,914 Triliun. Dana FLPP tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 
membantu pembiayaan KPR Sejahtera masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR) sekitar 350.000 unit rumah.  
Bank-bank pelaksana kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 
(FLPP) diantaranya adalah Bank Tabungan Negara (BTN) dengan kesepakatan 
60 ribu unit, Bank Persyarikatan sebanyak 9.400 unit, Bank Pembangunan 
Daerah (BPD) Kalimantan Timur  sebanyak 6.314 unit, BPD Sulawesi Tenggara 
sejumlah 6 ribu unit, BPD Kalimantan Timur  6.314 unit, Bank Sumatera Utara 
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3.677 unit, Bank Negara Indonesia (BNI)  sebanyak 3.500 unit, dan lain-lain. 
Dapat disimpulkan bahwa peluang pembiayaan perumahan masih terbuka luas. 
Ilmu ekonomi,  merupakan ilmu tentang bagaimana manusia memenuhi 
kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang telah tersedia di 
alam semesta ini, yang akan melibatkan sektor produksi, distribusi, investasi, dan 
konsumsi. Ilmu ekonomi akan diikuti oleh teori ekonomi, yang menjelaskan dan 
memprediksikan gejala-gejala ekonomi, akan sangat dipengaruhi oleh sistem 
ekonomi yang dianutnya dalam negara yang menerapkannya.  
Di dunia ini dikenal adanya Sistem Ekonomi Kapitalis, Sistem Ekonomi 
Sosialis, dan juga Sistem Ekonomi Islam (Islamic Economic system). Masing-
masing sistem ekonomi tersebut memiliki paradigma yang berbeda diantara satu 
dan lainnya. Oleh karena sistem ekonomi mempengaruhi sistem akuntansi maka 
sistem akuntansi akan sangat tergantung pada paradigma sistem ekonomi yang 
dipakai di suatu negara. Karena akuntansi termasuk multi paradigm science 
maka mustahil akuntansi mempunyai general theory of accounting atau teori 
akuntansi yang general berlaku di segala sistem ekonomi yang berlainan 
paradigma. Karena itulah diperlukan aturan khusus untuk perbankan, entitas 
syariah, serta teknik akuntansi syariah. Entitas syariah harus menggunakan 
akuntansi syariah. 
Sewa-menyewa (Leasing) yang dilakukan oleh entitas yang bukan 
syariah diataur dalam PSAK No. 30. Sedangkan sewa-menyewa (Ijarah) yang 
dilakukan oleh entitas syariah diatur dalam PSAK No. 107. Pada PSAK No. 30, 
diatur bahwa suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa 
tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait 
dengan kepemilikan asset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika 
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sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang 
terkait dengan kepemilikan asset. 
PSAK 107 mengenai transaksi Ijarah, dijelaskan  bahwa yang menjadi 
obyek jaminan transaksi adalah penggunaan manfaat atas sebuah asset. Hal 
inilah yang membedakan ijarah dengan leasing. Objek sewa pada leasing hanya 
berupa pemanfaatan barang sedangkan objek sewa pada Ijarah meliputi 
pemanfaatan atas barang dan jasa. Dalam islam, transaksi penggunaan jasa 
seperti keahlian dikategorikan sebagai sewa. 
Akuntansi tentang Ijarah sendiri baru diterbitkan pada tahun buku 2009 
sehingga masih tergolong baru  dan belum banyak diaplikasikan oleh bank 
syariah. Umumnya, bank syariah menggunakan akad Murabahah dalam 
pembiayaan perumahan karena alasan kepraktisan dan pemahaman pihak-pihak 
yang berkepentingan. Dimulai sejak tahun 2007 proyek pembangunan ribuan 
hunian bersubsidi oleh pemerintah yang bekerjasama dengan bank syariah 
menitikberatkan pada pembiayaan perumahan dengan akad Murabahah, Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik, dan Musyarakah Mutanaqishah. Namun seiring 
perkembangannya, pihak bank hanya menggunakan akad pembiayaan yang 
sudah lazim mereka gunakan yakni Murabahah karena alasan yang sama, yakni 
kendala teknis, sumber daya manusia, dan  pengetahuan konsumennya. Hingga 
akhir tahun 2012, dalam skim pembiayaan syariah, pemerintah baru bisa 
merealisasikan pembangunan Rumah Syariah Tapak  bekerjasama dengan Bank 
BTN Syariah yang menggunakan akad Murabahah dalam pelaksanaanya. 
Di indoensia sendiri,  salah satu bank yang telah menerapkan akad 
Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam hal pembiayaan perumahan, yang digandeng 
oleh pemerintah dalam proyek Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 
(FLPP) adalah Bank Muamalat. Keunggulan menggunakan akad Ijarah 
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Muntahiyah Bittamlik dalam pembiayaan rumah bagi pihak bank adalah bank 
akan mendapatkan dua keuntungan, yakni dari sewa rumah dan pembelian 
rumah diakhir masa sewa. Sedangkan bagi pihak konsumen dapat memperoleh 
manfaat berupa harga sewa yang fleksibel sesuai dengan fluktuasi harga 
sehingga sewa yang ditawarkan lebih kompetitif, memiliki opsi untuk memiliki 
rumah di akhir masa sewa, reparasi selama masa sewa ditanggung oleh pihak 
bank, hingga perlindungan asuransi. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “Analisis Kelebihan dan Kekurangan Implementasi 
PSAK 107 tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam Pembiayaan 
Perumahan pada PT Bank Muamalat Cabang Makassar”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah di 
atas, maka permasalahan yang ingin dianalisis adalah sebagai berikut: 
a. Apakah skim  Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang diterapkan dalam  
pembiayaan perumahan oleh PT Bank Muamalat Cabang Makassar telah 
sesuai dengan PSAK 107. 
b. Kelebihan dan kekurangan apakah yang muncul dari implementasi PSAK 
107 tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik sehingga bank tersebut 
memutuskan untuk beralih menggunakan skim Musyarakah Mutanaqisah. 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
dan memberikan gambaran kelebihan dan kekurangan implementasi PSAK 107 
tentang skim Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam pembiayaan perumahan yang 
pernah dilakukan PT Bank Muamalat Cabang Makassar sehingga bank tersebut 
beralih menggunakan skim Musyarakah Mutanaqisah. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Bagi Penulis  
Dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai 
pelaksanaan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam pembiayaan 
perumahan. 
1.4.2 Bagi Bank Syariah 
Dapat dijadikan sebagai bahan masukan, perbaikan dan percontohan 
dalam pencatatan keuangan sesuai PSAK No. 107. 
 
1.4.3 Bagi Masyarakat Umum 
Dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat 
dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan 
perbankan syariah dalam menerapkan PSAK No. 107. 
 
1.5 Batasan Penelitian 
Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik pada pembiayaan perumahan pada PT Bank Muamalat Cabang 
Makassar. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Skripsi ini disusun  menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan 
sistematikapenulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan masalah yang ingin 
diteliti sebagai bahan dalam menganalisis masalah. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini mencakup lokasi penelitian, jenis penelitian, teknik 
pengumpulan data, dan metode analisis. 
BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Bab ini berisi tentang visi dan misiperusahaan,dan sejarah singkat 
perusahaan. 
BAB V : PEMBAHASAN 
Bab ini berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan peneliti berdasarkan metode analisis yang digunakan. 
BAB VI : PENUTUP 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan 
dengan pembahasan masalah dalam penelitian serta kebijaksanaan 
selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Konsep Dasar Ekonomi Islam 
2.1.1. Pengertian Ekonomi Islam 
Hasanuzzaman (1991:1) menyatakan: “Islamic Economic is the 
knowledge and application and rules of the shariah that prevent injutice in the 
requisition and disposal of material resources in order to profide satisfaction to 
human being and enable them to perform they obligations to Allah and the 
society.” 
Lain halnya dengan Metwally (1993:1), ia menuliskan “Islamic 
economics may be defined as the study of the economic behavior of the true 
Muslim in society which adheres to the Islamic doctrine from the Holy Qur‟an, the 
Sunna of The Holy Prophet Muhammad (or the Hadist, or tradition), the 
consensus (Ijmak), and the analogy (qiyas). 
Rahardjo (1999:3-4), memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga 
kemungkinan pemaknaan, yaitu: 
1. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau 
ajaran Islam. 
2. Ekonomi Islam adalah sebagai suatu sistem. Sistem menyangkut 
pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu 
masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode 
tertentu. 
3. Ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. 
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Ketiga wilayah tersebut, yaitu teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat 
Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi. Harus mampu 
dibedakan antara ekonomi Islam sebagai ilmu dengan Islam sebagai suatu 
keyakinan. Islam merupakan keyakinan yang kebenaran di dalamnya berifat 
mutlak. Sementara ekonomi Islam sebagai ilmu memberikan kebenaran yang 
masih bersifat relatif. Oleh karena itu, ekonomi konvensional dalam konversinya 
menjadi ekonomi Islam, menghasilkan beberapa penafsiran yang berbeda 
tergantung pada pengalaman dan pendekatan yang digunakan. 
Aslam (1995:11), seorang pemikir ekonomi Malaysia, mengelompokkan 
para pemikir muslim di bidang ekonomi ke dalam tiga kategori, yaitu: 
1. Kelompok jurist atau pakar bidang fiqh atau hukum Islam, sehingga 
pendekatan yang dilakukan adalah legalistik dan normatif 
2.  Kelompok modernis yang lebih berani dalam memberikan 
interpretasi terhadap ajaran Islam agar dapat menjawab persolan 
yang dihadapi masyarakat masa kini. 
3.  Kelompok western-trained muslim economist, yaitu para praktisi 
atau ekonom muslim yang berlatar belakang pendidikan Barat. 
Mereka mencoba menggabungkan antara pendekatan fiqih dan 
ekonomi, alhasil ekonomi Islam terkonseptualisasi secara 
intergrated. Dengan kata lain mereka berusaha mengonstruksi 
ekonomi Islam seperti ekonomi konvensional, tetapi tetap dengan 
mereduksi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Islam dan 
memberikan nilai Islam pada analisis ekonominya. 
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2.1.2. Riba, Gharar dan Maysir 
Riba secara bahasa berarti ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, 
secara linguistik, riba juga berarti tumbuh membesar. Adapun menurut istilah 
teknis, riba dapat berarti pengambilan tambahan dari harta pokok dari modal 
secara batil (Syafii, 1996: 95). Menurut Imam Hambali riba adalah tambahan 
pada sesuatu yang dikhususkan. Abu Hanifah mendefinisikan, melebihkan harta 
dalam suatu transaksi dengan tanpa pengganti atau imbalan. Maksudnya, 
tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang-
piutang yang harus diberikan oleh berutang kepada pihak berpiutang pada saat 
jatuh tempo (Rianto, 2001:95).  
Mengenai riba, Allah swt. Berfirman, 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku suka sama suka di antara kamu...” (Qs An-Nisa:29) 
  Ada dua bentuk riba yang berkembang sejak permulaan Islam, yaitu 
riba nasi‟ah dan riba fadhl. Riba nasi‟ah banyak berkaitan dengan penangguhan 
waktu yang diberikan kepada pengutang untuk membayar kembali utang dengan 
memberikan tambahan atau premi. Jadi riba bentuk ini mengacu kepada bunga 
pada utang. Riba fadhl diartikan sebagai kelebihan pinjaman yang dibayar dalam 
segala jenis, berbentuk pembayaran tambahan oleh peminjam kepada kreditor 
dalam bentuk pertukaran barang yang jenisnya sama (Rahman, 1995:89). 
 Al-gharar disebut juga “ketidakpastian”. Maksud ketidakpastian dalam 
transaksi muamalah ialah, “Terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh 
sebelah pihak dan lainnya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta 
penganiayaan kepada piak lain.” Menurut Ibn Rush maksud al-gharar adalah 
“Kurangnya maklumat tentang keadaan barang (objek), wujud keraguan pada 
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kewujudan barang, kuantiti, dan maklumat yang lengkap berhubung dengan 
harga. Ia turut berkait dengan masa untuk diserahkan barang terutama ketika 
uang sudah dibayar, tetapi masa untuk diserahkan barang tidak diketahui.” Ibnu 
Tamiyah menyatakan al-gharar ialah, Apabila satu pihak mengambil haknya dari 
satu pihak lagi tidak menerima apa yang sepatutnya dia dapat.” (Rahman, 
1995:104) 
Maysir secara harfiah bermakna judi (spekulasi). Secara teknis adalah 
setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa materi) 
yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. (Rahman, 
1995:108) 
Firman Allah swt, 
“Hai orang-orang yang beriman, sesunggunya (meminum) khamr, 
berjudi (al-maysir), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 
adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan.” (Qs Al-Maidah:90) 
 
2.2. Jenis-Jenis Akad dalam Islam 
2.2.1. Akad dan Transaksi dalam Islam 
2.2.1.1. Akad Tabarru 
Akad Tabarru digunakan untuk transaksi yang bersifat tolong menolong 
tanpa mengharapkan adanya keuntungan materiil dari pihak-pihak yang 
melakukan perikatan, kecuali berharap mendapatkan balasan dari Allah SWT 
semata.  
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Jenis-jenis transaksi dalam akad ini adalah sebagai berikut (Wiyono, 
2009:36-43): 
1.  Akad Qardh  
Transaksi qardh timbul karena salah satu pihak meminjamkan obyek 
perikatan yang berbentuk uang kepada pihak lain, tanpa berharap mengambil 
keuntungan materiil apapun. Menurut Syafii (2001:131), qardh adalah pemberian 
harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan 
kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. 
2. Akad Rahn  
Transaksi rahn timbul karena salah satu pihak meminjamkan suatu 
obyek perikatan yang berbentuk uang kepada pihak lainnya yang disertai dengan 
jaminan. Menurut Syafii  (2001:128), rahn adalah menahan salah satu harta milik 
si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. 
3. Akad Hawalah  
Transaksi hawalah timbul karena salah satu pihak meminjamkan suatu 
obyek perikatan yang berbentuk uang untuk mengambil alih piutang/utang dari 
pihak lain. Menurut Syafii (2001:126), hawalah adalah pengalihan utang dari 
orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Artinya, 
ada satu pihak yang menjamin utang pihak lain. Institusi yang kemungkinan 
mengelola transaksi hawalah adalah Bank syariah. 
4. Akad Wakalah  
Transaksi wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu 
obyek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai 
meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. 
Menurut Syafi„i  (2001:120), wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau 
pemberian mandat. Orang yang diberikan amanat oleh orang lain maka akan 
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melakukan apa yang diamanatkan kepada dirinya atas nama orang yang 
memberikan amanat (kuasa) tersebut. 
5. Akad Wadi‟ah  
Transaksi wadi‟ah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu 
obyek perikatan yang berbentuk jasa yang lebih khusus yaitu custodian 
(penitipan atau pemeliharaan). Menurut Syafi„i  (2001:155), wadi‟ah adalah titipan 
murni dari satu pihak ke pihak lainnya baik individu maupun badan hukum yang 
harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Transaksi 
wadi„ah banyak dijumpai di perbankan syariah, yaitu adanya jasa penghimpunan 
dana wadi„ah dari Nasabah dalam bentuk trustee depository dan guarantee 
depository. 
6. Akad Kafalah  
Transaksi kafalah timbul jika salah satu pihak memberikan suatu obyek 
yang berbentuk jaminan atas kejadian tertentu di masa yang akan datang 
(contingent guarantee). Menurut Syafi„i  (2001:123), kafalah adalah jaminan yang 
diberikan oleh penanggung kepada pihak ke tiga untuk memenuhi kewajiban 
pihak ke dua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti 
mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada 
tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. 
7. Akad Wakaf  
Transaksi wakaf timbul jika salah satu pihak memberikan suatu obyek 
yang berbentuk uang ataupun obyek lainnya tanpa disertai kewajiban 
mengembalikan. Transaksi ini biasanya dikelola oleh suatu lembaga yang sering 
disebut Badan Wakaf. Objek tersebut digunakan untuk kegiatan kemaslahatan 
masyarakat dan tidak untuk diperjual belikan. 
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2.2.1.2. Akad Tijarah 
Transaksi pada tijari sector (sektor swasta) pada umumnya bersifat 
orientasi laba (profit oriented). Aktivitas pada sektor swasta ini berfungsi 
menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan 
produksi, distribusi, dan konsumsi. Sifat dasarnya, transaksi dan kontrak dalam 
ekonomi syariah dapat dikategorikan menjadi dua, yakni(Zulkifli, 2003:37): 
a. kontrak yang secara alamiah mengandung kepastian (natural certainty 
contract – NCC ) dan jenis-jenisnya;  
b. kontrak yang secara alamiah mengandung ketidakpastian (natural 
uncertainty contract-NUC) dan jenis-jenisnya.  
Jenis transaksi dalam akad tijarah adalah sebagai berikut (Wiyono, 
2009:44-62): 
1. Akad Bai‟ (akad jual – beli)  
Al bai‟ dalam istilah fiqih berarti menjual, mengganti, dan menukar 
sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai‟ dalam bahasa Arab terkadang 
digunakan untuk pengertian lawannya, yakni asy-syira‟ (beli). Dengan demikian 
kata al-bai‟ berarti jual, tetapi sekaligus juga beli (Haroen, 2000:111-112), 
sedangkan dalam pengertian perekonomian, bai‟ adalah transaksi pertukaran 
antara ayn yang berbentuk barang dengan dayn yang berbentuk uang (Zulkifli, 
2003:39). Dalam akad ini juga dikenal bai‟ As Salam dan Istishna. 
2. Ijarah ( Sewa-menyewa )  
Dalam perekonomian syariah juga dikenal adanya transaksi sewa 
menyewa suatu asset, yaitu dengan istilah ijarah. Ijarah adalah transaksi 
pertukaran antara ayn yang berbentuk jasa atau manfaat dengan dayn. Ijarah 
dapat juga didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas 
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barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan 
atas barang itu sendiri. 
3.  Ijarah Muntahiyah Bitamliik (IMBT)  
Ijarah Muntahiyah Bitamliik adalah transaksi ijarah yang diikuti dengan 
proses perpindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi IMBT 
merupakan pengembangan transaksi ijarah untuk mengakomodasi kebutuhan 
masyarakat, karena IMBT merupakan pengembangan dari transaksi ijarah maka 
ketentuannya mengikuti ketentuan ijarah. 
4.  Sharf  
Sharf adalah transaksi pertukaran dayn (mata uang) dengan dayn (mata 
uang) yang berbeda atau jual beli mata uang yang berbeda. Dalam transaksi 
Sharf penyerahan valuta harus dilakukan secara tunai (naqdan) dan tidak 
dilakukan secara tangguh, terkait dengan hal ini maka transaksi forward tidak 
dapat dibenarkan dalam Islam. 
5. Barter (Pertukaran Barang dengan Barang)  
Barteradalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang 
berbeda jenis, seperti menukar pesawat terbang dengan beras; menukar sepeda 
motor dengan kambing dan lainnya. Agar dalam barter ini tidak ada yang 
dirugikan maka informasi tentang harga dari kedua barang yang dipertukarkan 
haruslah diketahui oleh kedua belah pihak. 
6. Musyarakah  
Musyarakah secara luas adalah akad kerjasama atau percampuran 
antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal 
dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai 
dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan porsi 
kerjasama. 
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7. Al-Mudharabah 
 Al-Mudharabah adalah persetujuan antara pemilik modal dengan 
seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan 
tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, 
sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.  
8. Muzara‟ah (Harvest Yield Profit Sharing) 
Al-Muzara‟ah adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara 
pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian 
kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian 
tertentu (persentase) dari hasil panen. 
Muzara‟ah sering diidentikkan dengan Mukhabarah. Dimana antara 
keduanya ada sedikit perbedaan antara lain, apabila benih dari pemilik lahan 
maka dinamakan Muzara‟ah, tetapi bila benih dari si penggarap maka dinamakan 
Mukhabarah. Landasan hukum syariah Muzara‟ah antara lain Al-Hadits riwayat 
dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah di Khaibar 
kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan 
imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Begitu juga Ijma 
sebagaimana  dikatakan Abu Ja‟far, “Tidak ada satu rumah pun di Madinah 
kecuali penghuninya mengolah tanah secara Muzara‟ah dengan pembagian hasil 
1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa‟ad bin Abi Waqash, 
Ibnu Mas‟ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah keluarga Abu bakar dan 
keluarga Ali.” (Syafii, 2001:99). 
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9. Mukhabarah 
Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Mukhabarah sering 
diidentikkan dengan Muzara„ah, oleh karena itu pembahasan akad ini mirip 
dengan pembahasan Muzara‟ah hanya saja dari segi benih yang digunakan 
adalah berasal dari si penggarap tanah. 
 
2.2.2. Perbedaan Akad dan Janji 
Menurut Karim  (2010:362), dalam perspektif hukum positif (legal level), 
akad sama dengan perjanjian, berbeda dengan perspektif syariah. Pada shariah 
level, akad tidak selalu berarti perjanjian. Suatu akad baru dapat dikatakan 
sebagai perjanjian jika dan hanya jika kesepakatan antara Bank syariah dengan 
Nasabah terjadi ketika kualitas, kuantitas, dan harga objek transaksi serta waktu 
penyerahan telah diketahui. Sementara itu, dalam hal pembayaran yang 
berbentuk line facility, syariah memandang perjanjian tersebut bukan termasuk 
akad, melainkan hanya berbentuk wa‟ad (promise). Dalam hal ini, akad baru 
terjadi pada setiap saat dropping pembiayaan yang diwujudkan dalam bentuk 
SPRP (Surat Permohonan Realisai Pembiayaan) dari Nasabah dan dijawab oleh 
Bank dalam bentuk surat persetujuan pencairan pembiayaan. 
Dengan kata lain, dalam sharia level, akad tidak selalu berwujud surat 
perjanjian, melainkan juga bisa berbentuk surat dokumen pencairan. Begitu pula 
halnya dengan surat perjanjian, ia baru mencerminkan suatu akad, bisa pula 
hanya mencerminkan sebuah Wa‟ad (promise). Istilah  yang sama dapat 
mempunyai arti yang berbeda, tergantung dari perspektif level apa yang 
digunakan. 
Menurut Dib Al-Bugha Az-Zarka suatu akad merupakan ikatan secara 
hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama 
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berkeinginan mengikatkan dirinya. Kehendak tersebut sifatnya tersembunyi 
dalam hati, oleh karena itu menyatakannya masing-masing harus 
mengungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut Ijab dan Qabul (Nazir, 
2004:17). 
 
2.3. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah 
2.3.1. Pengertian PerbankanSyariah 
Ali (2008:1) mendefinisikan perbankansyariah kedalam dua kata, yaitu  
bank, dan  syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang 
berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan 
dana dan pihak yang berkekurangan dana. Kata syariah dalam versi Bank 
syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh 
pihak Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan 
kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. 
Bank syariah biasa disebut dengan Islamic Banking atau Interest Free 
Banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasionalnya tidak 
menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau 
ketidak jelasan (gharar)(Syafii, 2001:34). 
Tabel 2.1 Perbedaan Bank syariah dan Bank konvensional 
 Bank Syariah  Bank Konvensional 
1 Melakukan investasi yang halal 
saja 
1 Investasi yang halal dan haram 
2 Berdasarkan prisnsip bagi 
hasil,jual beli, dan sewa 
2 Memakai perangkat bunga 
3 Profit dan falah oriented 3 Profit oriented 
4 Hubungan dengan Nasabah 
dalam bentuk hubungan 
kemitraan 
4 Hubungan dengan Nasabah 
dalam bentuk hubungan debitur-
kreditur 
5 Penghimpun dan penyaluran 
dana harus sesuai dengan fatwa 
Dewan Pengawas Syariah 
5 Tidak terdapat dewan sejenis 
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Menurut Pedoman Akuntansi PerbankanSyariah Indonesia (PAPSI, 
2003), kegiatan Bank Syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi 
Islam dengan karakteristik sebagai berikut: 
a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. 
b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money). 
c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. 
d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. 
e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang. 
f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. 
Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
a. Transaksi tidak mengandung unsur kezaliman. 
b. Bukan riba. 
c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain. 
d. Tidak ada penipuan (gharar). 
e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan. 
f. Tidak mengandung unsur judi. 
 
2.4. Ijarah Muntahiyah Bittamlik sebgai Alternatif Pembiayaan KPR Syariah 
Pembiayaan Kepemilikan Rumahtetap menggunakan istilah KPR. 
Dalam istilah konvesional sendiri, KPR merupakan singkatan dari Kredit 
Pemilikan Rumah. Kata kredit dipandang memiliki konotasi negatif dengan bunga 
berganda, dalam hal ini riba. Oleh karena itu, beberapa Bank syariah (seperti 
BTN Syariah) memaknai KPR dengan ”Kebutuhan Pemilikan Rumah“. Dalam 
menjalankan produk KPR, Bank syariah memadukan dan menggali skim-skim 
transaksi yang dibolehkan dalam Islam dengan operasional KPR perbankan 
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konvensional. Adapun skim yang banyak digunakan oleh perbankan syariah di 
Indonesia dalam menjalankan produk pembiayaan KPR adalah skim Murabahah, 
Istishna‟ dan Ijarah, khususnya Ijarah Muntahiya Bittamlik  
(IMBT)(Haris,2007:116). 
 
2.4.1. Pengertian Ijarah  
Secara etimologis, ijarah adalah upah sewa yang diberikan kepada 
seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas 
pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istila-istilah ajr, ujrah, dan ijarah (Dib 
Al-Bugha, 2010:145). Kata ajara-hu dan a‟jara-hu digunakan apabila seorang  
memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada 
hal-hal yang positif, bukan pada hal-hal yang negatif. Kata al-ajr (pahala) 
biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata ujrah (upah sewa) 
digunakan untuk balasan di dunia. 
Secara terminologis, pengarang Mughni Al-Muhtaj yang bermahzab 
Syafi‟iah mendefinisikan ijarah sebagai transaksi atas manfaat dari sesuatu yang 
telah diketahui, yang mungkin diserahkan atau dibolehkan, dengan imbalan yang 
telah diketahui. Sementara itu, Al-Qaduri yang bermazhab Hanafiah 
mendefinisikannya sebagai transaksi atas berbagai manfaat (sesuatu) dengan 
memberikan imbalan. Maksud transaksi atas manfaat atau berbagai manfaat 
adalah “menyerahkan manfaat” (dari sesuatu) sebagaimana disebutkan dalam 
beberapa definisi yang lain, yaitu, “menyerahkan berbagai manfaat  (ditukar) 
dengan suatu imbalan.” 
Al-bai‟ (jual-beli) tidak masuk dalam definisi ini kaena yang 
ditransaksikan dan diserahkan kepemilikannya untuk ditukar dengan sesuatu 
adalah barangnya (bukan manfaatnya). Ijarah (pinjam-meminjam) juga tidak 
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masuk dalam definisi ini karena transaksi dan penyerahan atas manfaat sesuatu 
tidak disertai imbalan (Dib Al-Bugha (2010:146). 
 
2.4.2. Pengertian Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) 
Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) (2003, III.9.1) di 
Indonesia dijelaskan bahwa Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan 
perjanjian sewa suatu barang antara lessor (pemilik obyek sewa) dengan lessee 
(yang menyewa obyek sewa) yang diakhiri dengan perpindahan hak milik obyek 
sewa. 
"Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) pada dasarnya merupakan 
perpaduan antara Ijarah dengan jual-beli. Semakin jelas dan kuat komitmen 
membeli barang diawal akad, maka hakikat IMBT lebih bernuansa jual-beli. 
Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu 
kuat dan jelas walaupun opsi membeli tetap terbuka, maka hakikat IMBT akan 
lebih bernuansa Ijarah". (Ascarya,2006;224-225) 
 
2.4.3. Landasan Syariah IMBT 
Fatwa DSN N0. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah 
Bittamlik dalam Rifqi (2008;359-360) mengatur beberapa ketentuan, yaitu: 
Pertama: Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bittamlik boleh dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (fatwa DSN nomor: 
09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-
Tamlik. 
b. Perjanjian untuk melakukan akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik harus 
disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani. 
c. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. 
Kedua : Ketentuan tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik. 
a. Pihak yang melakukan Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik harus 
melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik 
24 
 
    
 
dengan jual beli atau pemberiaan, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah 
selesai. 
b. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad Ijarah adalah 
wa‟ad, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka 
harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah 
selesai 
Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. 
 
2.4.4. Karakteristik Akad IMBT 
2.4.4.1. Akad  IMBT 
Menurut Karim dalam buku Bank islam; Analisis fiqh dan keuangan, 
transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan 
perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja 
dengan prinsip jual beli. Tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. 
Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada Ijarah objek transaksinya 
adalah barang maupun jasa. 
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Tabel 2.2 Perbedaan Ijarah dan leasing 
 
No Ijarah Leasing 
1 Objek: manfaat barang dan jasa Objek: manfaat barang saja 
2 Methods of payment: 
a. Contingent to performance 
b. Not contingent to 
performance 
Methods of payment: not 
contingent to performance 
3 Transfer of title: 
a. Ijarah – no transfer of title 
b. IMBT – promise  to sell or 
hibah at the beginning of 
period 
Transfer of title: 
a. Operating lease – no 
transfer of title 
b. Financial lease – option to 
buy or not to buy at the end 
of period 
4 Lease purchase/sewa beli: 
Bentuk leasing seperti ini haram 
karena adanya gharar (yakni antara 
sewa dan beli) 
Lease purchase/sewa beli 
 
OK 
5 Sale and lease back 
 
OK 
Sale and lease back 
 
OK 
 
Sumber: Karim ( 2008:140) 
 
Pada produk pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), sesuai 
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 27 Tahun 2002 dalam 
Yaya dkk (2009;259), "Transaksi harus diawali dengan melaksanaklan akad 
Ijarah (sewa) terlebih dahulu." Sebab Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) 
dilakukan dengan penyewaan barang terlebih dahulu lalu pada akhir masa 
penyewa perpindahan kepemilikan dapat terjadi atau bisa saja tidak terjadi 
perpindahan sama sekali. Terdapat dua kondisi dalam hal sewa yang pengalihan 
kepemilikannya di akhir masa sewa ini, yaitu: (a) Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS) sebagai pemilik obyek sewa, dan (b) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
sebagai penyewa. 
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Macam-macam Ijarah dan syarat-syaratnya sebagai berikut (Dib Al-
Bugha, 2010:163): 
1. Ijarah „ain adalah sewa atas manfaat dari sesuatu yang sudah 
tentu (secara langsung manfaatnya didapat dari barang yang 
disewa). Contohnya seseorang disewa langsung untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan, misalnya menjahit baju. 
2. Ijarah dzimmah adalah sewa atas manfaat dari sesuatu yang 
dikuasai (dioperasikan atau diatur) seseorang (bukan dari 
barangnya secara langsung). Misalnya, menyewa seseorang 
untuk mengantar ke suatu tempat menggunakan mobil yang 
tengah dioperasikannya atau menyewa mobil yang 
dioperasikannya untuk jangka waktu tertentu. Pada zaman 
sekarang, transaksi yang termasuk dalam jenis ijarah dzimmah 
ini adalah penggunaan berbagai alat transportasi umum. 
Persewaannya kembali pada manfaat yang datang dari 
penguasaan atas barang itu, bukan langsung dari barang yang 
disewa. 
 
2.4.4.2. Pembatalan Perjanjian IMBT 
Ijarah adalah jenis akad yang mengikat dua belah pihak. Artinya setelah 
akad ini sah, orang yang menyewakan atau yang menyewa tidak boleh 
membatalkan akad semaunya, kecuali ada uzur (alasan logis dan syar‟i). Jika 
akad batal, proses ijarahnya pun berhenti. Diantara uzur-uzur yang dapat 
membatalkan akad ijarah adalah sebagai berikut (Dib Al-Bugha, 2010:172): 
a. Rusaknya barang yang disewakan dalam jenis ijarah „ain (sewa 
langsung). Bila seseorang menyewa rumah atau mobil yang sudah 
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ditentukan, kemudian rumah itu rusak atau mobil itu mogok sebelum 
digunakan, akad ijarah batal karena hilangnya objek yang diakadkan. 
Sama halnya jika barang yang disewakan menjadi cacat sehingga 
tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan. 
Bila barang rusak atau cacat setelah dimanfaatkan, ijarah batal 
dihitung sejak rusaknya barang sampai waktu sesudahnya. Penyewa 
berhak atas upah-sewa seukuran manfaat yang digunakan diukur 
berdasarkan besaran upah yang disepakati saat akad. 
jika jenis Ijarahnya adalah iijarah dzimmah (sewa tidak langsung), 
seperti seseorang menumpang mobil untuk mengantarkannya ke 
suatu tempat, kemudian mobil mogok atau rusak di tengah jalan, 
transaksi sewanya tidak batal. Pemilik mobil harus mencari mobil 
penggantinya, baik sebelum penyewa mendapatkan manfaat maupun 
baru mendapatkan sebagiannya, karena objek yang ditransaksikan 
tidak hilang karena rusaknya mobil. Akad yang dilakukan bukan 
terhadap mobil yang ditumpangi, melainkan terhadap jasa 
tumpangannya sehingga masih mungkin untuk dicarikan 
penggantinya. 
Jasa yang sudah dikerjakan oleh seorang pekerja sama dengan 
barang sewa. Jika seseorang disewa langsung untuk suatu 
pekerjaan, kemudian ia meninggal atau sakit sehingga tidak mungkin 
mengerjakan pekerjaan yang diminta, ijarahnya batal. Namun, jika ia 
disewa melalui penyediaan tenaga kerja (dengan akad ijarah 
dzimmah), lalu ia meninggal atau sakit, ijarahnya tidak batal karena 
pekerjaan yang diminta masih bisa dikerjakan orang lain (yang dikirim 
sebagai pengganti). 
28 
 
    
 
b. Barang yang disewa tidak diserahkan dalam rentang waktu akad. 
Jika jenis Ijarahnya adalah Ijarah „ain (sewa langsung), pemanfaatan 
barang dibatasi waktu dan ketika waktu sudah habis orang yang 
menyewakan belum menyerahkan barang sewanya, ijarahnya batal. 
Hal itu disebabkan, objek akad sudah hilang sebelum dimanfaatkan. 
Demikian pula jika ijarahnya adalah ijarah dzimmah (sewa tidak 
langsung) dan orang yang disewa tidak dapat menghadirkan manfaat 
sesuai ketentuan waktu yang disepakati, transaksi itu batal. Namun, 
jika batas waktu pemenuhan manfaat tidak ditentukan dan tidak juga 
berkaitan dengan tujuan si penyewa, lalu orang yang menyewakan 
tidak dapat menghadirkan manfaat sampai batas waktu yang 
memungkinkan baginya untuk itu, transaksi tidak batal, juga tidak 
dapat dibatalkan. Statusnya sama dengan utang yang  terlambat 
dibayarkan. 
 Apabila orang yang menyewa baru dapat menyerahkan barang 
(menghadirkan manfaat) setelah sebagian waktu berlalu, akad untuk 
sebagian waktu yang sudah lewat batal. Sementara itu, untuk waktu 
sisanya, penyewa diperkenankan memilih (untuk melanjutkan atau 
membatalkan akad). 
Jika manfaat yang dikehendaki dibatasi oleh pekerjaan (bukan oleh 
waktu) dan penyerahan barang terlambat sampai habis batas waktu yang 
memungkinkan pekerjaan diselesaikan, ijarah tidak batal. Hal itu 
disebabkan, akad yang dilakukan berkaitan dengan jenis manfaat 
(pekerja), bukan dengan waktu. Dengan demikian, pemenuhan manfaat 
tetap harus dilakukan sepanjang ijarahnya belum batal. 
 
29 
 
    
 
2.4.4.3. IMBT yang Tidak Dapat Dibatalkan 
Ijarah yang tidak dapat dibatalkan menurut Dib Al-Bugha (2010: 175) 
adalah sebagai berikut: 
a. Ijarah tidak batal karena beralihnya kepemilikan barang dari 
seseorang yang menyewakan kepada orang lain. Misalnya, 
seseorang menyewakan rumahnya, kemudian ia menghibahkan atau 
menjual rumah itu kepada orang lain maka akad ijarah yang sudah 
dilakukan sebelumnya tidak batal. Hal itu disebabkan, akad ijarah 
kembali pada manfaatnya (bukan barangnya) sehingga tidak 
menghalangi proses transaksi jual-beli barang. Setelah akad hibah 
atau jual beli, kepemilikan barang beralih ke tangan orang yang diberi 
atau pembeli sebagai sebagai pemilik baru, tetapi manfaatnya tidak. 
Hak pemanfaatannya tetap berada di tangan penyewa sampai 
berakhirnya masa sewa. Akan tetapi pembeli boleh melakukan khiyar 
(memilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkan). Jika ia 
tidak mengetahui bahwa rumah itu disewakan atau ia mengetahui, 
tetapi tidak mengetahui jangka waktunya. 
b. Ijarah juga tidak batal karena meninggalnya salah seorang yang 
bertransaksi (penyewa atau yang menyewakan) atau keduanya. Akad 
sewa tetap berlaku sampai waktu sewa habis. Hal itu disebabkan, 
akad Ijarah adalah akad mengikat yang tidak dapat dibatalkan karena 
kematian sama dengan jual-beli dan ahli waris penyewa masih dapat 
melanjutkan pemanfaatan barang yang disewa. 
c. Ijarah pun tidak batal karena uzur (halangan) yang terjadi diluar hal 
yang diakadkan. Contohnya seseorang menyewakan mobil sekaligus 
akan ikut menumpang. Pada saatnya, ia sakit dan tidak dapat ikut 
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bersama dengan penyewa. Contoh lain, seseorang menyewa mobil 
untuk bepergian, kemudian ia sakit hingga batal bepergian atau ia 
menyewa rumah untuk ditempati namun kemudian secara terpaksa, 
ia harus bepergian (hingga belum sempat menempati rumah itu). 
Hal yang menghalangi pembatalan adalah bahwa dalam kasus di 
atas tidak terjadi kerusakan pada objek yang ditransaksikan, orang 
yang berakad masih dapat menunjuk orang lain untuk 
memanfaatkannya. 
 
2.4.4.4. Ganti Rugi IMBT 
Jika seseorang menyewa rumah, lalu ia mendiaminya, kemudian terjadi 
kebakaran karena sebab-sebab yang biasa, bukan karena kecerobohan atau 
karena tidak dijaga, ia tak perlu mengganti kerusakan yang terjadi akibat 
kebakaran itu. Akan tetapi, jika rumah itu terbakar karena sebab-sebab yang 
tidak biasa, seperti terbakar karena dirumahnya ada api yang digunakan untuk 
menempa besi dan semisalnya, ia harus menggantinya karena ia sudah 
berlebihan dalam menggunakan rumah sewaan itu. Ia menggunakannya diluar 
kesepakatan. Demikian pula jika kebakaran itu terjadi akibat kelalaian atau 
kecerobohan, misalnya membiarkan  kompor menyala saat tertidur, lalu terjadi 
kebakaran, ia wajib memberikan ganti rugi atas  semua kerusakan rumah (Dib Al-
Bugha, 2010:169). 
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2.4.5. Perlakuan Akuntansi IMBT Sesuai PSAK 107 
Berikut pencatatan akuntansi dengan akad Ijarah, dimana Bank 
bertindak sebagai pemilik  objek sewa (Muajjir/Lessor) dalam Yaya, dkk (2009: 
292-294): 
1. Transaksi pengadaan asset Ijarah 
Sebelum akad Ijarah dilakukan, Bank syariah terlebih dahulu melakukan 
pengadaan asset Ijarah. Berdasarkan PSAK 59 paragraf 108 disebutkan bahwa 
objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan yang dicatat 
sebagai : persediaan iIjarah (db) dan kas/rekening supplier (kr). 
2. Transaksi pada saat akad disepakati 
Pada saat akad disepakati terdapat beberapa transaksi yang harus 
diakui oleh Bank syariah, yaitu pertama konversi persediaan Ijarah menjadi 
asset, sebagai bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada 
penyewa. Bank mencatat: asset yang diperoleh untuk Ijarah (db) dan persediaan 
Ijarah (kr). Transaksi  kedua setelah penerimaan biaya administrasi dengan 
mencatat: rekening Nasabah(db) dan pendapatan administrasi (kr). 
3. Transaksi pengakuan pendapatan Ijarah 
Berdasarkan PSAK 107, Pendapatan sewa selama masa akad diakui 
pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang 
pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir 
periode pelaporan. Jurnal untuk mencatat pendapatan sewa dari Nasabah yang 
bertindak sebagai penyewa dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu: 
a. Pembayaran sewa oleh Nasabah dilakukan saat jatuh tempo yang dicatat 
sebagai : Kas/rekening Nasabah (db) dan pendapatan sewa (kr) 
b. Pembayaran sewa oleh Nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo yaitu 
dicatat sebagai: piutang pendapatan sewa (db) dan pendapatan sewa akrual 
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(kr) untuk mengakui secara akrual pendapatan sewa Bank. Pada saat 
dilakukan pembayaran, maka Bank mencatat sebagai: kas/rekening 
Nasabah (db) dan piutang pendapatan sewa (kr) untuk mengakui 
pembayarannya. Untuk mengurangi pendapatan sewa-akrual dan mengakui 
pendapatan sewa sebenarnya maka Bank mencatat sebagai: pendapatan 
sewa-akrual (db) dan pendapatan sewa (kr). 
c. Pembayaran sewa oleh Nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo 
dan sebagian lagi setelah jatuh tempo, maka Bank dapat mencatat pada 
saat jatuh tempo sebagai: kas dan piutang pendapatan sewa (db) kemudian 
pendapatan sewa dan pendapatan sewa-akrual (kr). Pada saat pembayaran 
dilakukan maka Bank akan mencatat sebagai: kas (db) dan piutang 
pendapatan sewa (kr) untuk mengakui penerimaan kas sisa tunggakan. 
Kemudian mencatat pendapatan sewa-akrual (db) dan pendapatan sewa (kr) 
untuk mengurangi pendapatan sewa-akrual yang diakui sebelumnya serta 
mengakui pendapatan sewa sebenarnya. 
Pendapatan Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik diakui selama masa 
akad secara proporsional kecuali pendapatan Ijarah Muntahiyah Bittamlik melalui 
penjualan secara bertahap maka besar pendapatan setiap periode akan 
menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian 
per bagian obyek sewa pada periode tersebut (Rifqi, 2008:361). 
4. Pengakuan penyusutan asset yang diperoleh untuk Ijarah 
Berdasarkan PSAK 107 objek Ijarah, Jika berupa asset yang dapat 
disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau 
penyusutan untuk asset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). 
Dalam hal ini, penyusutan asset Ijarah dapat diakui setiap bulan ketika 
pendapatan diakui. Pengakuan penyusutan mengakibatkan meningkatnya 
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rekening beban penyusutan dan rekening akumulasi penyusutan. Bank akan 
mencatat: beban penyusutan asset Ijarah (db) dan akumulasi penyusutan asset 
Ijarah (kr).  
Untuk teknik perhitungan penyusutan dan pendapatan Ijarah per 
bulannya adalah sebagai berikut. 
 
 
Sedangkan, teknik perhitungan penyusutan Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
(IMBT) berbeda dengan Ijarah biasa. Berdasarkan PSAK 107 disebutkan bahwa 
kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola 
konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek 
Ijarah, sehingga penyusutan dalam IMBT tidak dikaitkan dengan umur ekonomis 
tetapi dikaitkan dengan masa sewanya. Umur ekonomis dapat berbeda dengan 
umur teknis. Berikut teknis perhitungannya: 
 
 
Umur ekonomis merupakan umur dari suatu objek yang masih dapat 
dilihat nilai ekonomisnya sedangkan umur teknis merupakan umur dari suatu 
objek yang sudah tidak mendatangkan nilai ekonomis namun masih dapat 
dipergunakan.Adapun pendapat untuk fee IMBT, mengingat penyewa memiliki 
hak pilih untuk memiliki barang yang disewakan, modal barang persewaan dapat 
diperlakukan sama dengan harga perolehan. 
5. Perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. 
Berdasarkan PSAK 107, biaya perbaikan objek Ijarah merupakan 
tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut  dapat dilakukan oleh pemilik secara 
langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Pengakuan 
penyusutan per bulan : Harga perolehan - Nilai sisa 
                                    Jumlah bulan umur ekonomis 
Penyusutan IMBT per bulan :    Biaya perolehan 
                                             jumlah bulan masa sewa 
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biaya perbaikan objek Ijarah adalah: (1) biaya perbaikan tidak rutin objek Ijarah 
diakui pada saat terjadinya; (2) jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek 
Ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada 
pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya; dan (3) dalam Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik (IMBT) melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan 
objek Ijarah yang dimaksudkan diatas ditanggung pemilik maupun penyewa 
sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek Ijarah. Bank 
sebagai pemilik mencatat: beban perbaikan asset Ijarah (db) dan kas (kr). 
Setelah masa sewa berakhir, maka sesuai dengan wa‟ad diawal akad, 
Bank dapat melakukan akad perpindahan kepemilikan atas objek sewa kepada 
Nasabahnya. Untuk transaksi perpindahan hak milik Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
(IMBT) dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu melalui: 
1. Pelepasan sebagai hibah 
Pada perpindahan hak milik sewa dalam IMBT melalui hibah, jumlah 
tercatat objek Ijarah diakui sebagai beban, sehingga Bank mencatat: akumulasi 
penyusutan asset Ijarah (db) dan asset Ijarah (kr). 
2. Pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa 
dengan harga jual sebesar cicilan sewa. 
Berdasarkan PSAK 107 disebutkan bahwa pada penjualan objek Ijarah 
sebelum berakhirnya masa sewa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang 
disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek Ijarah diakui 
sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini, pemilik objek sewa mengakui 
keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih harga jual dan 
nilai buku bersih objek sewa. Terdapat beberapa kondisi dimana harga jual di 
atas nilai buku assetIjarah, maka Bank mencatat: kas dan akumulasi penyusutan 
assetIjarah (db) kemudian asset Ijarah dan keuntungan penjualan asset Ijarah 
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(kr). Apabila harga jual dibawah nilai buku asset Ijarah, maka Bank mencatat 
sebagai: kas dan akumulasi penyusutan asset Ijarah serta kerugian penjualan 
asset Ijarah (db) kemudian assetIjarah (kr). 
3. Pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhirnya masa sewa. 
Berdasarkan PSAK 107 disebutkan bahwa pada penjualan setelah 
selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat obejk 
Ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini pemilik objek sewa 
mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih 
antara harga jual dan nilai buku bersih objek sewa. Bank mencatat: kas dan 
akumulasi penyusutan assetIjarah (db) kemudian asset Ijarah dan keuntungan 
penjualan asset Ijarah (kr). 
4. Pelepasan melalui penjualan objek sewa secara bertahap 
Berdasarkan PSAK 107 disebutkan bahwa penjualan objek Ijarah 
secara bertahap, maka: (1) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian 
objek Ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian, 
sedangkan (2) bagian objek Ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai 
asset tidak lancar atau asset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan asset 
tersebut (Yaya dkk;2009). 
2.5. Skema dan Alur Pembiayaan IMBT 
Keberadaan Bank Syariah di Indonesia relatif masih cukup baru, dimana 
Bank umum syariah yang pertama kali berdiri adalah BMI (Bank Muamalat 
Indonesia) yang berdiri pada tahun 1992. Adapun sekarang, perkembangan 
Bank syariah Indonesia mengalami kenaikan yang diindikasikan dengan 
keberadaan dua Bank umum syariah, yaitu; BMI /Bank Muamalat indonesia dan 
BSM/ Bank Syariah Mandiri, serta banyaknya Bank-Bank konvensional yang 
membuka unit usaha syariah (UUS) (Haris, 2007:116). 
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Pada prinsipnya, Bank syariah adalah sama dengan perbankan 
konvensional, yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari 
orang-orang yang surplus dana (dalam bentuk penghimpunan dana) dan 
menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (dalam bentuk produk 
pelemparan dana). Sehingga produk-produk yang disediakan oleh Bank-
Bank konvensional, baik itu produk penghimpunan dana (funding) maupun 
produk pembiayaan, pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Bank-Bank 
syariah. 
Produk pembiayaan KPR yang digunakan dalam perbankan syariah 
memiliki berbagai macam perbedaan dengan KPR (Kredit Kepemilikan 
Rumah) di perbankan konvensional. Hal ini merupakan implikasi dari 
perbedaan prinsipal yang diterapakan perbankan syariah dan perbankan 
konvensional, yaitu konsep bagi hasil dan kerugian sebagai pengganti sistem 
bunga perbankan konvensional. Dalam produk pembiayaan kepemilikan 
rumah ini, terdapat beberapa perbedaan antara perbankan syariah dan 
perbankan konvensional, di antaranya adalah; pemberlakuan sistem kredit 
dan sistem mark up, kebolehan dan ketidakbolehan tawar menawar 
(bargaining position) antara Nasabah dengan Bank, prosedur pembiayaan 
dan lain sebagainya. Dari segi pengistilahan, untuk produk pembiayaan 
pemilikan rumah, perlu dipikirkan suatu bentuk pengistilahan yang relevan. 
Karena istilah KPR cenderung memunculkan asumsi terjadinya kredit, 
padahal dalam perbankan syariah tidak menggunakan sistem kredit.        
Pelaksanaan IMBT sebenarnya memiliki banyak bentuk tergantung 
apa yang disepakati oleh kedua pihak yang berkontrak. Dalam hal ini berlaku 
kaidah substance over form, yaitu maksud tujuan akad lebih diutamakan 
ketimbang bentuk akad itu sendiri.  
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 Merujuk Fatwa Dewan Syariah Nasional No.7/DSN-MUI/III/2002 
tanggal  28 Maret 2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik, berikut 
ketentuan teknis yang harus diperhatikan oleh Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS) yang ingin menerapkan IMBT dalam produk pembiayaan berikut. 
1. Perjanijian untuk melakukan IMBT harus disepakati ketika akad 
Ijarah ditandatangani. 
2. Pihak yang melakukan IMBT harus melaksanakan akad Ijarah 
terlebih dahulu, akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau 
pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai. 
3. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah 
adalah wa‟ad, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin 
dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan 
setelah masa Ijarah selesai. 
   Mengingat, ketentuan Ijarah berlaku pula pada akad Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik (IMBT), maka LKS, khususnya Bank Syariah wajib 
memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 
1. Bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang 
yang telah dimiliki Bank. 
2. Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan 
kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketetapan waktu penyediaan 
barang sewa sesuai kesepakatan. 
3. Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/asset sewa 
yang sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan. 
4. Bank dapat mewakilkan kepada Nasabah untuk mencarikan 
barang yang akan disewakan oleh Nasabah. 
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5. Nasabah wajib membayar sewa secara tunai dan menjaga 
keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa 
sesuai dengan kesepakatan. 
6. Nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa 
yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian Nasabah. 
 
2.5.1. Ketentuan Syar’i, Rukun Transaksi dan Pengawasan Syariah 
Transaksi Ijarah dan Transaksi IMBT 
2.5.1.1. Ketentuan Syar’i Transaksi Ijarah dan Transaksi IMBT 
Berdasarkan terminologi, Ijarah adalah pemindahkan kepemilikan 
fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua 
hal yaitu; 
1. Penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia  
2. Penyewaan terhadap suatu fasilitas  
Ketentuan syar‟i transaksi Ijarah diatur dalam fatwa DSN  No. 09 tahun 
2000. Adapun ketentuan syar‟i transaksi Ijarah untuk penggunaan jasa diatur 
dalam fatwa DSN no 44 tahun 2004. Sedangkan ketentuan syar‟i IMBT diatur 
dalam fatwa DSN no 27 tahun 2000.  
Rukun transaksi Ijarah meliputi (a) transaktor yakni penyewa dan 
pemberi sewa, (b) objek Ijarah, yakni fasilitas dan uang sewa; dan (3) ijab dan 
kabul menunjukkan serah terima, baik berupa ucapan atau perbuatan. 
a. Transaktor  
Transaktor terdiri atas penyewa (Nasabah) dan pemberi sewa (Bank 
syariah). Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh 
dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa 
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dan yang lain yang sejenis. Impilikasi perjanjian sewa kepada Bank syariah 
sebagai penyewa adalah sebagai berikut: 
1) Menyediakan asset yang disewakan  
2) Menanggung biaya pemeliharaan asset 
3) Menjamin bila terdapat cacat pada asset yang disewakan  
Adapun kewajiban Nasabah sebagai penyewa adalah: 
1) Membayar sewa dan bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan 
asset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak. 
2) Menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan (tidak 
materiil). 
3) Jika asset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari 
penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak 
penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas 
kerusakan tersebut. 
b. Objek Ijarah 
Objek kontrak Ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari 
penggunaan asset. Adapun ketentuan objek Ijarah adalah sebagai berikut. 
1) Objek Ijarah adalah manfaat dari penggunaaan  barang dan jasa. 
2) Mafaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam 
kontrak. 
3) Fasilitasnya mubah (dibolehkan). 
4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 
syariah. 
5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. 
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6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka 
waktunya. 
7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS 
sebagai pembayaran manfaat. 
8) Ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam 
ukuran waktu, tempat dan jarak. 
c. Ijab dan Kabul 
Ijab dan kabul dalam akad Ijarah merupakan peryataan dari kedua belah 
pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari pemilik asset (Bank Syariah) 
dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (Nasabah). 
 
2.5.1.2. Rukun Transaksi IMBT dan Pengawasan Syariah Transaksi Ijarah 
dan Transaksi IMBT 
Berdasarkan fatwa DSN no 27 tahun 2002, disebutkan bahwa pihak 
yang melakukan transaksi IMBT harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. 
Dengan demikian pada akad IMBT, juga berlaku semua rukun dan syarat 
transaksi Ijarah.  
1.Akad  
Perjanjian IMBT harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani. 
Selanjutnya pelaksanaan akad pemindahaan kepemilikan, baik dengan jual beli 
atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai. 
2. Rukun Transaksi Ijarah Untuk Pembiayaan Multijasa 
Pembiayaan multijasa dengan skema Ijarah adalah pembiayaan yang 
diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah dalam 
memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad Ijarah, 
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pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah 
atau kafalah. 
3. Pengawasan Syariah Transaksi Ijarah dan IMBT 
Untuk menguji kesesuaian transaksi ijarah dan IMBT yang dilakukan 
Bank dengan fatwa DSN, DPS suatu Bank syariah akan melakukan pengawasan 
syariah. Menurut Bank Indonesia, pengawasan tersebut antara lain berupa: 
a. Memastikan penyaluran dana beredasarkan prinsip Ijarah tidak 
dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah 
b. Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT 
dilakukan setelah akad Ijarah selesai, dan dalam akad Ijarah, janji (wa‟ad) untuk 
pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad Ijarah 
c. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip Ijarah untuk multijasa 
menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fawa yang berlaku tentang 
multijasa dan ketentuan lainnya antara lain ketentuan standar akad 
d. Memastikan besar ujrah atau fee multijasa dengan menggunakan 
akad Ijarah telah disepakati di awal dan diyatakan dalam bentuk nominal bukan 
dalam bentuk persentase. 
 
2.5.2. Alur Transaksi Ijarah dan IMBT 
Transaksi IMBT dilakukan dengan alur sebagai berikut. 
Pertama, Nasabah mengajukan permohonan Ijarah dengan mengisi 
formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya deverifikasi 
kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh Bank syariah. 
Kedua, sebagaimana difatwakan oleh DSN, Bank selanjutnya 
menyediakan objek sewa yang akan digunakan Nasabah. 
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Ketiga, Nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan 
sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. 
Keempat, Nasabah menyewa membayar fee sewa kepada Bank syariah 
sesuai dengan kesepakatan akad sewa. 
Kelima, pada transaksi IMBT, setelah masa Ijarah selesai, Bank 
sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa. 
2.6 Musyarakah Mutanaqisah 
Musyarakah Mutanaqisah merupakan produk turunan dari akad 
Musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau 
lebih. Kata dasar dari musyarakah adalah syirkah yang berasal dari kata 
syaraka-yusariku-syarkan-syarikan-syirkatan (syirkah) yang berarti kerjasama, 
baik kelompok atau perorangan.  
Musyarakah atau syirkah adalah merupakan kerjasama antara modal 
dan keuntungan. Sementara musyarakah berasal dari kata yatanaqihu-tanaqish-
tanaqihan-mutanaqshun yang berarti mengurangi secara bertahap. Musyarakah 
Mutanaqisah adalah Musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset(barang) 
atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara 
bertahap oleh pihak lainnya. 
Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008, dipaparkan 
ketentuan Musyarakah Mutanaqisah sebagai berikut: 
Pertama: Ketentuan umum 
a. Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan 
asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan 
pembelian secara bertahap olehpihak lainnya; 
b. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah). 
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c. Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang 
bersifat musya‟. 
d. Musya‟ ( ع___) adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah 
(milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara 
fisik. 
 
Kedua : Ketentuan Hukum 
Hukum Musyarakah Mutanaqisah adalah boleh. 
 
Ketiga : Ketentuan Akad 
1. Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/ Syirkah dan Bai‟ 
(jual-beli). 
2. Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur 
dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, 
yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya: 
a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad. 
b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad. 
c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal. 
3. Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (syarik) wajib berjanji 
untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik) 
wajib membelinya. 
4. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai 
kesepakatan. 
5. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS beralih kepada 
syarik lainnya (nasabah). 
Keempat : Ketentuan Khusus 
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1. Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak 
lain. 
2. Apabila aset Musyarakah menjadi obyek Ijarah, maka syarik (nasabah) dapat 
menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati. 
3. Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah 
yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan 
proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi 
kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. 
4. Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan asset Musyarakah syarik (LKS) yang 
berkurang akibat pembayaran oleh syarik (Nasabah), harus jelas dan disepakati 
dalam akad. 
5. Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya 
peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. 
 
2.7 Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.3 Daftar penelitian tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
1 Judul Penelitian Akuntansi akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik: 
Perspektif metode Maqashid al  
 
 
 
 
Nama Peneliti Martha Tona  
(Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika) 
Rumusan Masalah Bagaimanakah penilaian teori Maqashid al-Syari'ah 
terhadap pengakuan asset menurut Akuntansi 
Sewa Guna Usaha (PSAK 30) dengan Hak Opsi 
dan Akuntansi Ijarah Muntahiyyah Bittamlik (PSAK 
107) 
Jenis/Metode 
Penelitian 
penelitian kualitatif dengan paradigma penelitian 
Post-positivisme. Dengan paradigma ini peneliti 
melakukan penyimpulan secara deduktif dan logis 
dengan memberikan perhatian pada pengumpulan 
data empiris dan berdasarkan pada teori yang ada 
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Kesimpulan Penelitian ini mengkaji bagaimana penilaian teori 
Maqashid al-Syari'ah terhadap pengakuan asset 
menurut Akuntansi Sewa Guna Usaha dengan Hak 
Opsi dan Akuntansi Ijarah Muntahiyyah Bittamlik. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
sebagai berikut :  
1. Perpindahan hak milik objek sewa dalam Ijarah 
Muntahiyyah Bittamlik melalui hibah, atau opsi 
kepemilikan. Pada saat waktu sewa, maka tidak 
boleh diakui sebagai asset penyewa. Jadi dalam 
pengakuan asset dalam Ijarah Muntahiyyah 
Bittamlik tidak dibenarkan berdasarkan PSAK 107. 
Karena Akuntansi dalam sudut syariah memiliki 
prinsip kepastian. Dalam hal akuntansi apa yang 
terjadi pada saat itu yang diakui bukan setelahnya. 
Prinsip ridho Allah dipegang teguh.  
2. PSAK 30 tentang pencatatan transaksi sewa 
guna usaha diberlakukan dan dicatat sebagai 
aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa guna 
sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa 
guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang 
harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada 
akhir masa sewa guna usaha. Selama masa sewa 
guna usaha setiap pembayaran sewa guna 
dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok 
kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga 
berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan 
terhadap sisa kewajiban penyewa guna usaha. 
Namun dari sudut maqashid al syari‟ah, pengakuan 
asset menurut PSAK 30 tidak dibenarkan, karena 
asset tersebut secara substansinya kita menguasai 
barang tapi tidak memiliki.  
 
 
 
2 Judul Penelitian Analysis of financial accounting treatment: Ijrah in 
PT Bank Muamalat Indonesia 
 Nama Peneliti Gefi Mahaputra 
Rumusan Masalah Apakah pembiayaan Ijarah pada PT Bank 
Muamalat Indonesia telah  sesuai dengan PSAK 
No. 107 
Jenis/Metode 
Penelitian 
deskriptif kualitatif. 
Kesimpulan Pembiayaan Ijarah pada PT. Bank Muamalat 
Indonesia, Tbk telah sesuai dengan PSAK No. 107 
tahun 2009.  
Lanjutan Tabel 2.3 Daftar penelitian tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
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3 Judul Penelitian Analisis perbandingan PSAK 107 dan Fatwa MUI 
terhadap praktik transaksi Ijarah di KMBT Tadbiirul 
Ummah 
 Nama Peneliti Maryama Latifa (Universitas Indonesia) 
Rumusan Masalah Apakah pelaksanaan  Ijarah pada KMBT Tadbiirul 
Ummah telah sesuai dengan PSAK 107 dan fatwa 
MUI 
Jenis/Metode 
Penelitian 
Kualitatif deskriptif 
Kesimpulan Praktik Ijarah di KMBT Tadbiirul Ummah telah 
sesuai dengan fatwa DSN MUI namun pencatatan 
akuntansinya belum mengadopsi PSAK 107 
 
4 Judul Penelitian Analisis penerapan transaksi Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik (IMBT) berdasarkan fatwa DSN MUI n0. 
27/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 serta 
Peraturan Bapepam-LK No. Pee-04/BL/2007 
 
 Nama Peneliti Fitria Sari Irawan (Universitas Indonesia) 
Rumusan Masalah Apakah penerapan pembiayaan Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik pada PT Alif telah sesuaidengan DSN 
MUI no. 27/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 serta 
Peraturan Bapepam-LK No. Pee-04/BL/2007 
Jenis/Metode 
Penelitian 
Kualitatif deskriptif 
Kesimpulan Penerapan transaksi IMBT sebagian besar telah 
sesuai dengan DSN MUI no. 27/DSN-MUI/III/2002 
dan PSAK 107 serta Peraturan Bapepam-LK No. 
Per-04/BL/2007. Ketidaksesuain tersebut berada 
pada pengakuan beban pemeliharaan yang 
dilakukan oleh penyewa sedangkan seharusnya 
beban tersebut merupakan tanggung jawab 
pemberi sewa 
 
 
 
5 Judul Penelitian Tinajuan yuridis perbandingan akad Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik dan akad Musyarakah 
Mutanaqisah dengan jaminan hak tanggungan 
dalam pembiayaan pembelian rumah (Studi 
penerapan  pada bank syariah (bank x) dan unit 
usaha syariah bank konvensional (bank y)) 
 Nama Peneliti Ahmad Rais (Universitas Indonesia) 
 
 
 
Lanjutan Tabel 2.3 Daftar penelitian tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
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Rumusan Masalah -Bagaimana perbandingan akad Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik dan akad Musyarakah Mutanaqisah 
-Bagaimana penerapan akad Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik dan akad Musyarakah Mutanaqisahdalam 
pembiayaan pembelian rumah 
-bagaimana perbedaan fungsi hak tanggungan  
Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan akad Musyarakah 
Mutanaqisah dalam pembiyaan pembelian rumah  
pada bank syariah (bank x) dan unit usaha syariah 
bank konvensional (bank y) 
Jenis/Metode 
Penelitian 
Deskriptif Yuridis Normatif 
 
Kesimpulan -IMBT dan Musyarakah Mutanaqisah memiliki 
persamaan subyek yaitu bank x dan Y. Tujuan 
IMBT adalah meberikan jasa pada rumah yang 
diijarahkan sedangkan pada Musyarakah 
Mutanaqisah adalah untuk perkongsian modal 
pembelian. 
-Dalam praktiknya, penerapan IMBT dan 
Musyarakah Mutanaqisah memberikan posisi bank 
X dan Y selaku kreditor dan nasabah sebagai 
debitor. Akad tersebut dapat dipersamakan dengan 
akad peminjaman uang yang berakibat nasabah 
berutang kepada bank dengan jaminan objek akad 
tersebut 
-fungsi hak tanggungan pada IMBT dan 
Musyarakah Mutanaqisah, pada bank X dan Y 
adalah sebagai penjamin atas kepastian dan 
pembayaran sewa pada akad IMBT dan pada akad 
Musyarakah Mutanaqisah sebagai penjamin untuk 
pembayaran kembali atas porsi kepemilikan bank X 
dan Y, dalam rangka pembelian rumah 
 
 
6 Judul Penelitian Analisis penerapan akuntansi Ijarah pada Bank 
DKI cabang Syariah Wahid Hasyim 
 Nama Peneliti Silviana Aprillia, Muhammad Yusuf 
 
Rumusan Masalah Apakah akuntasni ijarah yang dilakukan pada bank 
DKI telah sesuai dengan PSAK 107 
Jenis/Metode 
Penelitian 
Kualitatif deskriptif 
Kesimpulan Transaksi pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
pada Bank DKI Syariah telah dicatat sesuai kriteria 
pencatatan PSAk 107: Akuntansi ijarah yang 
dilengkapi dengan pengakuan, pengukuran, 
penyajian, serta pengungkapan 
 
Lanjutan Tabel 2.3 Daftar penelitian tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
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7 Judul Penelitian Akuntansi atas pembiayaan rumah berdasarkan 
prinsip Murabahah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
(IMBT) suatu tinjauan praktis dan teoritis 
 Nama Peneliti Universitas Hasanuddin 
Rumusan Masalah Bagaimanakah perlakuan akuntansi atas 
pemberian pembiayaan kepemilikan rumah dengan 
menggunakan akad Murabahah(jual-beli) dalam 
tinjauan praktis dan akad Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik(IMBT) dalam tinjauan teoritisnya 
Jenis/Metode 
Penelitian 
Kualitatif deskriptif 
Kesimpulan -Perlakuan akuntansi pembiayaan kepemilikan 
rumah dengan akad Murabahah pada Bank 
Muamalat cabang Kendari telah sesuai dengan 
PSAK 102 
-Secara teoritis akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
lebih rumit dibanding Murabahah sehingga masih 
jarang digunakan oleh bank syariah selain Bank 
Muamalat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanjutan Tabel 2.3 Daftar penelitian tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Muamalat  Cabang Makassar, Jl. 
Dr. Sam Ratulangi No.72 Makassar pada tanggal 3 – 23 Juli 2013. 
 
3.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 
deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada 
dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan 
pengujian hipotesis. Menurut Nasir (1999:63), penelitian deskriptif adalah suatu 
metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 
suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 
Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau 
lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta 
hubungan antarfenomena yang diselidiki. 
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data 
sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi atau 
pengamatan langsung, seperti wawancara. Data Sekunder merupakan data yang 
diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal, buku, website, dan lain-lain yang 
berhubungan dengan penelitian. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam metode 
pengumpulan data, yaitu sebagai berikut: 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan 
penelitian secara langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara. 
Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab 
kepada beberapa pihak, baik pimpinan maupun karyawan/staf yang 
mengetahui objek pembahasan. 
2. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Metode ini merupakan bentuk penelitian yang dilakukan penulis 
dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dan 
mendukung penelitian, dokumen, arsip, dan catatan-catatan penting 
organisasi yang juga berhubungan dengan penelitian. 
 
3.4. Metode Analisis Data 
Setelah data-data diperoleh, kemudian data tersebut diolah dan 
dianalisis. Analisis data ini penting karena hasil analisis tersebut dapat memberi 
informasi penting yang berguna dalam menyelesaikan masalah penelitian. Pada 
penelitian ini, masalah dibatasi pada perlakuan akuntansi Ijarah (PSAK No. 107) 
untuk pembiayaan perumahanpada PT Bank Muamalat Cabang Makassar 
dengan meneliti beberapa kasus pembiayaan perumahan menggunakan akad 
Ijarah Muntahiyah Bittamlik  yang telah berproses dalam rentang waktu minimal 
dua tahun. 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian 
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yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan 
yang dihadapi oleh objek penelitian, kemudian dibandingkan dengan standar 
yang ada pada saat itu untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana PT Bank 
Muamalat Cabang Makassar dalam menerapkan sistem pembiayaan perumahan 
menggunakan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik. 
Tahap-tahap analisis pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Menjelaskan produk pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang 
ditawarkan oleh PT Bank Muamalat  Cabang Makassar; 
2. Menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik  oleh PT Bank Muamalat  Cabang Makassar, yang meliputi: 
a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik. 
b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik. 
c.     Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan. 
3. Analisis kelebihan dan kekurangan implementasi PSAK 107 
tentangIjarah Muntahiyah Bittamlik dalam pembiayaan perumahan pada PT 
Bank Muamalat Cabang Makassar yang menyebabkan bank tersebut beralih 
pada skim Musyarakah Mutanaqisah 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
4.1 Visi 
PT Bank Muamalat Tbk memiliki visi menjadi bank syariah utama di 
Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. 
 
4.2 Misi 
PT Bank Muamalat Tbk berkeinginan menjadi role model Lembaga 
Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, 
keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk 
memaksimumkan nilai bagi stakeholder. 
 
4.3 Sejarah 
PT Bank Muamalat Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 
November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah 
Indonesia.Kegiatan operasinya dimulai  pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 
1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-
Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat 
juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham 
Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian 
Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di 
Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang 
turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. 
Dua tahun setelah didirikan, tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat 
berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin 
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memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di 
Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. 
Akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang 
memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor 
perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank 
Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet 
(NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. 
Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal 
setor awal. 
Upaya memperkuat permodalan dengan mencari pemodal yang 
potensial, ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang 
berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB 
secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh 
karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa 
yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun 
waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi 
laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh 
kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta 
ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. 
Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari 
keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh 
anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian 
menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak 
mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak 
melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal 
pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) 
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pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas 
utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan 
usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama 
di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan 
menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank 
Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya ke era pertumbuhan 
baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya. 
Saat ini Bank Mumalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta 
nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan 
BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP 
di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debet. BMI saat ini 
juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar 
negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas 
nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic 
Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 
ATM di Malaysia.  
Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen 
untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap 
syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok 
nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, 
lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 
award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir.  
 
 
Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in 
Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic 
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Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta 
sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South 
East Asia (Hong Kong). 
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BAB V 
PEMBAHASAN 
 
5.1 Produk Pembiayaan  PT Bank Muamalat Cabang Makassar 
Bank  Muamalat  menyalurkan  fasilitas  pembiayaan kepada  nasabah  
untuk  keperluan  produktif  maupun konsumtif yang  dibukukan  berdasarkan  
akad  atau skema  yang  dipakai. Bentuk-bentuk pembiayaan yang diberikan oleh 
Bank Muamalat diantaranya piutang  jual-beli, pinjaman Qardh, pembiayaan 
Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, dan Ijarah. Pada  akhir  tahun  2012,  
total  pembiayaan  mencapai sebesar Rp 32.861,44 miliar dengan jumlah 
Penyisihan Penghapusan  sebesar  Rp  441,77  miliar.  Jumlah tersebut  
mencerminkan  pertumbuhan  sebesar Rp  10.392,25  miliar,  atau  46,25%  dari  
jumlah pembiayaan  pada  tahun  sebelumnya  yang  sebesar Rp 22.469,19 
miliar. 
 Pertumbuhan pembiayaan ditopang baik oleh Pembiayaan Ritel yang 
naik 46,94% menjadi Rp  18,50  triliun  atau  56,30%  dari  Total  Pembiayaan 
maupun  oleh  Pembiayaan  Korporat  yang  naik  45,68% menjadi  Rp  14,36  
triliun  atau  43,70%  dari  Total Pembiayaan. Akhir tahun 2012, asset  yang  
diperoleh  untuk  Ijarah bersih  tercatat sebesar Rp 178,21 miliar. Hal Ini 
menunjukkan bahwa Ijarah memiliki porsi yang cukup besar dalam pembiayaan 
yang dilakukan Bank Muamalat. 
Ijarah  merupakan  akad  pemindahan hak guna  atau  manfaat  atas  
suatu  asset  dalam  waktu  tertentu  dengan  pembayaran  sewa (ujrah),  tanpa  
diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  asset  itu  sendiri.  Sewa  yang 
dimaksud  adalah  sewa  operasi  atau yang lazimnya dikenal dengan operating  
lease.  Sedangkan  Ijarah  Muntahiyah Bittamlik adalah akad Ijarah dengan 
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wa‟ad (janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan  sesuatu)   
perpindahan  kepemilikan   asset  yang  diijarahkan   pada  saat tertentu.  
Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan perpaduan antara 
Ijarah dengan jual-beli.Perpindahan kepemilikan suatu asset yang diijarahkan 
dari pemilik kepada penyewa, dalam Ijarah Muntahiyah Bittamlik, dilakukan jika 
akad Ijarah telah berakhir atau diakhiri dan asset Ijarah telah diserahkan kepada 
penyewa dengan membuat akad terpisah secara: 
a. Hibah 
b. Penjualan sebelum akhir masa akad 
c. Penjualan pada akhir masa akad 
d. Penjualan secara bertahap 
Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas 
Ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Spesifikasi objek Ijarah, misalnya 
jumlah, ukuran, dan jenis, harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad. 
 
5.1.1 KPR Muamalat iB 
KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu 
Nasabah untuk memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios 
maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain, Pembiayaan Rumah Indent, 
Pembangunan dan Renovasi. KPR ini diperuntukkan perorangan (WNI) cakap 
hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun untuk karyawan 
dan 60 tahun untuk wiraswasta atau profesional pada saat jatuh tempo 
pembiayaan 
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Fitur Unggulan : 
1. Pembiayaan hingga jangka waktu 15 tahun. 
2. Uang muka ringan minimal 10%. 
3. Adanya pilihan angsuran tetap hingga lunas atau kesempatan 
angsuran yang lebih ringan. 
4. Plafond hingga Rp 25 miliar. 
5. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda. 
6. Dapat digunakan untuk : 
1. pembelian rumah/ruko/rukan/kios/apartemen baru maupun 
bekas. 
2. Take over kpr/pembiayaan sejenis dari bank lain. 
7. Nilai pembiayaan yang tinggi hingga 90% dari nilai rumah (harga 
perolehan yang diakui Bank). 
Fitur Umum : 
1. Berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu 
akad murabahah (jual-beli) atau Ijarah Muntahiyah Bittamlik (tahun 
2013 Ijarah Muntahiyah Bittamlik tidak lagi digunakan dan 
digantikan dengan Musyarakah Mutanaqishah. 
2. Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber 
penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (joint income). 
3. Dapat diajukan dengan sumber pendapatan gabungan dari gaji 
karyawan dan penghasilan sebagai wiraswasta dan/atau 
professional. 
4. Untuk akad Murabahah dimungkinkan uang muka 0% dengan 
syarat calon nasabah bersedia menyerahkan agunan tambahan 
yang diterima oleh Bank. 
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5. Dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi 
oleh perusahaan asuransi apabila Nasabah meninggal dunia. 
6. Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat. 
Persyaratan Administratif untuk Pengajuan : 
1. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu. 
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga. 
3. Fotocopy NPWP untuk plafond pembiayaan di atas Rp 100 juta. 
4. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah). 
5. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan). 
6. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 3 bulan 
terakhir. 
7. Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir. 
8. Laporan keuangan atau laporan usaha (untuk wiraswasta dan 
profesional). 
9. Fotocopy dokumen bangunan yang akan dibeli: SHM/SHGB, IMB 
dan denah bangunan. 
 
5.2. Produk Pembiayaan KPR  Ijarah Muntahiyah Bittamlik  (IMBT) 
5.2.1 Rukun dan Syarat Ijarah Muntahiyah Bittamlik  
IMBT ini terdiri atas dua bagian, yaitu Jual-Beli (Al-Bai‟) dan Ijarah yang 
merupakan akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan 
di akhir masa sewa. Pembayaran yang dilakukan setiap bulan adalah biaya sewa 
rumah tersebut yang ditambah dengan harga rumah yang telah dibagi jangka 
waktu sewa yang disepakati. Harga rumah tersebut diperoleh dari harga beli 
rumah dari bank kepada si penjual rumah, dikurangi uang muka yang telah 
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dibayar oleh pembeli rumah. Setelah jangka waktu sewa yang disepakati selesai, 
bank harus melakukan transfer kepemilikan rumah kepada pembeli. 
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa transaksi IMBT merupakan 
pengembangan transaksi Ijarah untuk mengakomodasi kebutuhan pasar. Oleh 
sebab itu, rukun dari IMBT adalah sama dengan rukun dari Ijarah. Adapun rukun 
IMBT yaitu pihak yang berakad harus cakap hukum (baligh dan berakal). Obyek 
yang disewakan berupa barang dan atau jasa. Barang itu milik sah dan 
sempurna dari mu‟jir (milk al-tâm) atau Barang itu tidak terkait dengan hak orang 
lain. Objek harus bisa dinilai dan dikenali secara spesifik (fisik). Artinya manfaat 
barang jelas. Barang dan atau jasa tidak termasuk yang diharamkan/dilarang. 
Barang/jasa bisa langsung diserahkan atau digunakan selama jangka waktu 
tertentu yang disepakati.  
Syarat Sighat adalah harus jelas dan disebutkan secara  spesifik 
dengan siapa berakad. Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras baik 
dengan keinginan untuk melakukan kontrak sewa, harga dan jangka waktu 
sesuai dengan yang telah disepakati. Tidak mengandung klausul yang bersifat 
 menggantungkan keabsahan transaksi pada  hal/kejadian yang akan datang 
yang tidak sesuai dengan esensi dari Ijarah. Misalnya, mu‟jir menyewakan 
rumahnya kepada pihak lain dengan syarat ia menempati dulu selama 1 (satu) 
bulan baru kemudian ia sewakan kepada B. Esensi dari Ijarah adalah 
memberikan hak atas manfaat barang pada salah satu pihak yang berakad. 
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5.2.2 Skema Pembiayaan 
Pada akad IMBT ini, proses dan tahapan kontraknya akan dijelaskan 
dengan menggunakan skema berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.1 Skema IMBT 
 
Pada tahapan skema IMBT ini, terdapat tiga kontrak yang harus 
dilakukan. Kontrak pertama adalah kontrak antara bank dengan penjual rumah 
yang mencakup proses jual-beli rumah dari penjual rumah kepada bank. Kontrak 
ini diatur di dalam suatu Perjanjian Penjualan Properti (PJP). 
Kontrak yang kedua adalah Perjanjian Sewa Menyewa (PSM), yaitu 
perjanjian yang melibatkan bank dengan konsumen, yaitu Bank menyewakan 
rumah kepada konsumen dengan biaya sewa per bulan dan jangka waktu sewa 
disepakati di dalam kontrak ini. Dan perjanjian yang terakhir adalah Perjanjian 
Jual Properti (PJP), yaitu bank menjual rumah yang disewakan tersebut kepada 
konsumen setelah masa sewa yang disepakati di awal berakhir. 
 
 
 
 
BANK KONSUMEN 
PENJUAL 
RUMAH 
1 
2 
3 
4 
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5.3 Analisis Perlakuan akuntansi  Ijarah Muntahiyah Bittamlik PT Bank 
Muamalat Cabang Makassar 
Bank Muamalat dalam Annual Report 2012 menyatakan kepatuhannya 
terhadap Standar  Akuntansi  Keuangan  di  Indonesia dan dijewantahkan dalam 
setiap aktivitas kantor cabang Bank Muamalat. Penyusunan  laporan  keuangan  
telah  sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 (revisi 
2011) tentang “Penyajian Laporan Keuangan  Syariah”,  PSAK  No. 102,  
“Akuntansi Murabahah”, PSAK No. 104, “Akuntansi Istishna”, PSAK  No. 105,  
“Akuntansi  Mudharabah”,  PSAK No. 106, “Akuntansi Musyarakah”, PSAK No. 
107, “Akuntansi  Ijarah”,  PSAK  No.  110  “Akuntansi Sukuk”, Pedoman  
Akuntansi  Perbankan  Syariah Indonesia  (PAPSI),  Peraturan  Badan  
Pengawas Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan (BAPEPAM-LK)  tentang  
Penyajian  dan Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Emiten  atau Perusahaan 
Publik. 
 
5.3.1 Pengakuan dan Pengukuran 
5.3.1.1 Biaya Perolehan 
Biaya perolehan diatur dalam PSAK 107 (2009) sebagai berikut. Obyek 
Ijarah diakui pada saat obyek Ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya 
perolehan obyek Ijarah yang  berupa   asset  tetap  telah mengacu  pada  PSAK  
16 mengenai  Asset  Tetap  dan  Asset  Tidak  Berwujud mengacu pada PSAK 
19.  
Misalnya,  1  April  2010,    rumah yang telah dimiliki oleh Bank 
Muamalat  disewakan dengan cost (biaya) Rp1.500.000.000,00 pada nasabah, 
kemudian dicatat sebagai berikut: 
1  April 2013 
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Aktiva Ijarah Rp1.500.000.000,00  
           Rekening nasabah  Rp1.500.000.000,00 
 
Biaya Administrasi 
Rek Nasabah XXX  
         Pendapatan Administrasi 
Ijarah 
 XXX 
 
Biaya Notaris 
Rek Nasabah XXX  
     Titipan notaries  XXX 
 
Biaya Asuransi 
Rek Nasabah XXX  
           Titpan asuransi  XXX 
 
 
5.3.1.2 Penyusutan dan Amortisasi 
Akhir tahun, saat Bank Muamalat  akan menyusun laporan keuangan 
maka aktiva Ijarah tersebut akan disusutkan sesuai dengan ketentuan PSAK 
107, yaitu: 
a.  Obyek Ijarah disusutkan atau diamortisasi sesuai  dengan  kebijakan  
penyusutan  atau  amortisasi  untuk asset sejenis selama umur manfaatnya 
(umur ekonomis). 
b.  Kebijakan  penyusutan  atau  amortisasi  yang  dipilih  
mencerminkan  pola konsumsi  yang  diharapkan  dari  manfaat  ekonomi  di  
masa  depan  dari  obyek Ijarah.  Umur  ekonomis  dapat  berbeda  dengan  
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umur  teknis.   Misalnya,   mobil yang  dapat  dipakai  sepuluh  tahun  diIjarahkan   
dengan  akad  Ijarah Muntahiyah Bittamlik  selama  lima  tahun.  Dengan  
demikian  umur  ekonomisnya  adalah  lima tahun.  
Pengaturan penyusutan obyek Ijarah yang berupa asset tetap telah 
sesuai dengan PSAK 16: Asset Tetap dan Amortisasi Asset Tidak berwujud 
sesuai dengan PSAK 19: Asset Tidak Berwujud. Ketentuan ini termuat dalam 
PSAK 107 paragraf 13. 
Asset yang diperoleh untuk Ijarah adalah asset yang dijadikan  obyek  
sewa  (Ijarah)  dan  diakui  sebesar harga  perolehan.  Obyek  sewa  dalam  
transaksi Ijarah  telah disusutkan  sesuai  kebijakan  penyusutan asset  sejenis  
yang  digunakan,  sedangkan  obyek sewa  dalam  Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
disusutkan sesuai masa sewa. Asset yang diperoleh untuk Ijarah disajikan 
sebesar nilai  buku.   
Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tanggal 
24  Maret  2011 dijelaskan bahwa  pembentukan penyisihan  penghapusan  
untuk  asset  Ijarah  tidak berlaku. Oleh karena itu PT Bank Muamalat Cabang 
Makassar tidak membuat akun Penyisihan Piutang untuk IMBT. 
Besarnya  penyusutan  aktiva  Ijarah  tergantung  masa  sewa,  misal  
masa  sewa  10 tahun nilai sisa diperkirakan 30 % maka penyusutan per tahun: 
 
Rp 1.500.000.000,00 – (30% x Rp 1.500.000.000,00 = Rp 450.000.000,00)  = 
10 
 
= Rp1.050.000.000,00 
10 
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=  Rp 105.000.000,00. 
Jadi penyusutan tahun 2010 adalah 9 bulan : 
9/12  x Rp 105.000.000,00 = Rp 78.750.000,00  
Adjustment per 31 Desember 2010:  
Beban penyusutan aktiva Ijarah Rp 78.750.000,00  
        Akumulasi penyusutan aktiva 
Ijarah 
 Rp 78.750.000,00 
 
 
5.3.2 Pengakuan Pendapatan dan Beban 
5.3.2.1 Pendapatan 
Pendapatan  administrasi  dan  komisi  yang berkaitan Iangsung 
dengan kegiatan pembiayaan diakui  sebagai  pendapatan  pada  saat  diterima 
dan  diamortisasi  selama  jangka  waktu pembiayaan untuk pembiayaan Qardh 
dan Ijarah. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas 
asset telah diserahkan kepada  penyewa.   Piutang  pendapatan  sewa  diukur  
sebesar  nilai  yang  dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Berikut 
ini ilustrasinya. 
Misal,  Rumah  yang  dibeli  1 April  2010  kemudian  disewakan  dalam 
jangka waktu 10 tahun dengan  sewa  per  bulan  Rp 24.000.000,00  dan  
dibayar  setiap  tanggal  1  bulan  berikutnya  maka  pengakuan pendapatan 
Ijarah akan dicatat sebagai berikut: 
1 Mei – April 2020 
Rekening Nasabah Rp 24.000.000,00  
         Pendapatan sewa IMBT  Rp 24.000.000,00 
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Pada tanggal 31 Desember 2010 PT Bank Muamalat Cabang Makassar 
akan mengakui pendapatan Ijarah yang belum diterima selama bulan Desember, 
karena  baru akan diterima Januari 2011 dengan jurnal penyesuaian sebagai 
berikut: 
31 Desember 2010 
Piutang Pendapatan sewa IMBT Rp 24.000.000,00  
         Pendapatan sewa IMBT  Rp 24.000.000,00 
 
Pendapatan  Ijarah  akan  di  laporan  laba  rugi. Pendapatan  Ijarah  
sebesar  Rp 240.000.000,00  (10  bulan   x Rp24.000.000,00),  sedangkan 
piutang pendapatan Ijarah akan dilaporkan di neraca sebesar Rp  
24.000.000,00.- Untuk penyesuaian pendapatan yang belum diterima pada 
Januari 2011 dapat dibuatkan jurnal  pembalik  untuk  memudahkan  dalam  
pencatatan  penerimaan  pendapatan  Ijarah setiap bulan, yaitu: 
1 Januari 2010 
Pendapatan sewa IMBT Rp 24.000.000,00  
        Piutang Pendapatan sewaIMBT  Rp 24.000.000,00 
 
Pada tanggal 5 Januari 2011 diterima pembayaran pendapatan  Ijarah  
Rp 24.000.000,00 maka PT Bank Muamalat Cabang Makassar  mencatat 
sebagai berikut:  
Rekening nasabah Rp 24.000.000,00  
   Pendapatan sewa IMBT  Rp 24.000.000,00 
 
 
 
67 
 
    
 
5.3.2.2 Beban 
Pengakuan biaya perbaikan obyek Ijarah adalah sebagai berikut: 
a.   Biaya perbaikan tidak rutin obyek Ijarah diakui pada saat terjadinya. 
b. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek Ijarah dengan 
persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui 
sebagai beban pada saat terjadinya. 
Dalam Ijarah Muntahiyah Bittamlik  melalui penjualan bertahap, biaya 
perbaikan obyek Ijarah  yang  dimaksud  dalam  paragraf  16  huruf  a  dan  b  
ditanggung  pemilik  maupun penyewa sebanding bagian kepemilikan masing-
masing atas obyek Ijarah. Biaya perbaikan obyek Ijarah merupakan tanggungan 
pemilik, perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau 
dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.  
Misalkan,  untuk  akad  Ijarah Muntahiyah Bittamlik  di  atas  bank  
syariah  mengeluarkan  biaya  akad sebesar Rp25.000.000,00 dan mobil disewa 
untuk 10 tahun maka biaya akad  Ijarah  akan diamortisasi selama 10 tahun dan 
pertahunnya adalah:  
Rp 25.000.000,00: 10 tahun = Rp 2.500.000,00 
Berikut ini pengalokasian awal biaya akad dan amortisasi setiap 
tahunnya:  
1 April 20010 mencatat biaya akad Ijarah 
Biaya  akad  Ijarah  yang 
ditangguhkan 
Rp 25.000.000,00  
                        Kas  Rp 25.000.000,00 
 
31 Desember 2010 amortisasi 9 bulan:  
9/12  x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.875.000,00 
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Beban akad Ijarah Rp 1.875.000,00  
Biaya akad Ijarah yang ditangguhkan  Rp 1.875.000,00 
 
Apabila penyewa melakukan perbaikan rutin obyek sewa dengan 
persetujuan pemilik obyek sewa, maka biaya tersebut dibebankan kepada 
pemilik obyek sewa dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya perbaikan 
tersebut. 
Misalnya, Rumah yang disewa nasabah PT Bank Muamalat Cabang 
Makassar dilakukan perbaikan rutin, pada tahun  2010  sebesar  Rp 
11.000.000,00  maka  beban  perbaikan  akan  menjadi  beban PT Bank 
Muamalat Cabang Makassar (pemilik obyek), berikut pengakuannya: 
Beban akad Ijarah Beban 
perbaikan aktivat Ijarah 
Rp 11.000.000,00  
        Kas  Rp 11.000.000,00 
 
 
5.3.2.3 Perpindahan Kepemilikan. 
Pada saat perpindahan kepemilikan, obyek Ijarah dari pemilik kepada 
penyewa dalam Ijarah Muntahiyah Bittamlik akan diperlakukan sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan pada PSAK 107 paragraf 19.  
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5.3.2.3.1  Hibah 
Pada opsi hibah, jumlah tercatat obyek Ijarah diakui sebagai beban. 
Sebagai  contoh,  pada  KPR iB,  Rumah  diijarahkan pada 1  April 2010  Rp 
1.500.000.000,00, nilai sisa 30%, disewakan dengan masa sewa 10 tahun 
dengan sewa per bulan Rp 24.000.000,-, setelah 10 tahun selesai pembayaran 
sewa mobil ini dihadiahkan kepada nasabah penyewa, maka pada saat 
penyerahan akan dicatat sebagai berikut: 
1 April 2020 
Akumulasi penyusutan aktiva Ijarah Rp 1.050.000.000,00  
Beban Hiba IMBT Rp 450.000.000,00  
                   Aktiva Ijarah  Rp 1.500.000.000,00 
 
 
Perhitungan pendapatan dan beban setelah pelepasan mobil sewa : 
Pendapatan Ijarah : 120 x Rp 24.000.000,00   =Rp2.880.000.000,00 
Penyusutan rumah        =Rp1.050.000.000,00 
Pendapatan kotor         =Rp1.830.000.000,00 
Rugi pelepasan rumah       =Rp   450.000.000,00 
Pendapatan bersih 10 tahun sebelum  
biaya perbaikan dan beban akad     =Rp .380.000.000,00 
Beban perbaikan aktiva Ijarah (misal)   = Rp 110.000.000,00 
Pendapatan Bersih (10 tahun)       =Rp1.270.000.000,00 
Return on investment (untuk 10 tahun): 
(Rp1.270.000.000,00  /  Rp  1.500.000.000,00)  x  100%   =  84,67 %.   
Return  on  Investment  1 tahun = 84,67 % / 10 = 8,47 % 
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5.3.2.3.2Penjualan Sebelum Masa Akad 
Pada opsi penjualan sebelum masa akad, selisih antara harga jual dan 
jumlah tercatat obyek Ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Misalnya, 
dengan contoh sebelumnya rumah yang telah dibayar sewa selama 5 tahun dan 
kemudian PT Bank Muamalat Cabang Makassar menjual kepada nasabah 
dengan harga sebesar sisa sewa yaitu 5 tahun sewa: 5 x 12 x Rp 24.000.000,00 
= Rp 1.440.000.000,00  Penyusutan untuk 5 tahun sampai dengan penjualan : 5 
x Rp 105.000.000,00 = Rp 525.000.000,00. 
Jadi  pada  saat  penjualan  rumah,  PT Bank Muamalat Cabang 
Makassar akan  mencatat,  sebagai berikut: 
Kas  Rp 1.440.000.000,00    
Akumulasi penyusutan aktiva 
Ijarah 
Rp 525.000.000,00  
       Keuntungan penjualan  
aktiva  
Ijarah 
 Rp 465.0000,00 
       Aktiva Ijarah  Rp 1.500.0000,00 
 
Keuntungan  penjualan  aktiva  Ijarah  dilaporkan  di  laporan  laba  rugi  
sebesar Rp 465.000.000,00 sebagai “pendapatan non operasi”. 
 
5.3.2.3.3  Penjualan Setelah Selesai Masa Akad 
Untuk opsi penjualan setelah selesai masa akad, selisih antara harga 
jual dan jumlah tercatat obyek Ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 
Jurnal yang dibuat oleh pemilik obyek sewa, apabila penjualannya di atas nilai 
buku / nilai sisa, adalah seperti jurnal di point b), yaitu: 
Rekening nasabah Rp XXX  
Akumulasi penyusutan aktiva Ijarah Rp XXX  
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           Keuntungan penjualanaktiva 
Ijarah 
 Rp XXX 
Aktiva  Ijarah  Rp XXX 
 
Apabila penjualannya dengan harga jual di bawah nilai sisa, maka akan 
diakui adanya kerugian. Berikut jurnal yang harus dibuat: 
Rekening Nasabah  Rp XXX  
Akumulasi penyusutan aktiva Ijarah Rp XXX  
        Kerugian penjualan  aktiva 
Ijarah 
 Rp XXX 
        Aktiva  Ijarah  Rp XXX 
 
5.3.2.3.4 Penjualan Secara Bertahap 
Bila opsi yang digunakan adalah penjualan secara bertahap, maka 
harus memenuhi ketentuan berikut: 
a.  Selisih antara harga jual dan jumlah nilai tercatat sebagai obyek 
Ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 
b.  Bagian obyek Ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai asset 
tidak lancar atau asset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan asset tersebut.  
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5.3.3  Penyajian 
PT Bank Muamalat Cabang Makassar telah menyajikan pendapatan 
Ijarah sesuai dengan yang telah diatur dalam PSAK 107 paragraf 31, yaitu 
secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya, beban penyusutan, 
beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.  
 
5.3.4  Pengungkapan 
PT Bank Muamalat Cabang Makassar dalam pengungkapan  laporan 
keuangannya telah memenuhi standar yang diatur PSAK 107 paragraf 32-33. 
Yaitu. 
a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi: 
i. keberadaan wa‟ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang 
digunakan. 
ii.   pembatasan-pembatasan 
iii.   agunan-agunan yang digunakan  
b.  Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap 
kelompok asset Ijarah. 
c. Keberadaan transaksi jual dan Ijarah. 
 
5.4 Analisis  Kelebihan dan Kekurangan Implementasi PSAK 107 tentang 
Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam Pembiayaan Perumahan pada PT Bank 
Muamalat Cabang Makassar 
PSAK 107 adalah Pedoman standar akuntansi yang isi pernyataannya 
mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad 
Ijarah, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi 
syariah (sukuk) yang menggunakan akad Ijarah. Dalam PSAK 107 Asset Ijarah 
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adalah asset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya 
disewakan. Ijarah diartikan sebagai  akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 
suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa  (ujrah) tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah 
sewa operasi (operating lease). Sedangkan Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
didefinisikan sebagai  Ijarah dengan wa‟ad perpindahan kepemilikan asset yang 
diijarahkan pada saat tertentu.  
Secara umum PSAK 107 mengatur empat bagian utama, yaitu 
karakteristik, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. 
Karakteristik berisi definisi dan spesifikasi terhadap Ijarah, Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik, ketentuan perpindahan kepemilikan dan obyek Ijarah. Pada bagian 
pengakuan dan pengukuran, akuntansi pemilik (Mu‟jir) dijabarkan ke dalam 
empat kategori. Yaitu, biaya perolehan, penyusutan dan amortisasi, pendapatan 
dan beban, perpindahan kepemilikan. Untuk bagian penyajian, Pendapatan 
Ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya 
beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. 
Sedangkan bagian pengungkapan berisi hal-hal apa saja yang harus 
diungkapkan pada laporan keuangan. 
 
5.4.1 Kelebihan dan Kekurangan Implementasi PSAK 107 tentang Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik  
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa 
pihak terkait PT Bank Muamalat Cabang Makassar, diperoleh beberapa  prospek 
menggunakan skim IMBT. Salah satunyayaitu bank   dapat  merubah  biaya  
sewa,  sedangkan  dalam  Murabahah tidak dapat diubah harga sewanya di 
tengah terjadinya fluktuasi harga. Nasabah  yang ingin  memiliki  rumah  
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membayar  cicilan  bulanan yang besarnya  dapat  berubah  dari  waktu  ke  
waktu  sesuai  kesepakatan.   
Dari sisi keuangan, akad IMBT ini secara relatif cenderung memiliki 
potensi yang merugikan salah satu pihak. PT Bank Muamalat Cabang Makassar 
memiliki kemungkinan kerugian yang lebih besar dari pada nasabah. Pada akad 
IMBT apabila pembelian rumah dilakukan sebelum masa sewa berakhir, maka 
PT Bank Muamalat Cabang Makassar akan mengalami kerugian, yaitu 
pendapatan yang diperoleh lebih kecil dari pada uang yang sudah dikeluarkan 
pada saat membeli rumah. Kecuali bila saat pembelian dilakukan sebelum masa 
sewa berakhir, nasabah tetap melunasi biaya sewa-menyewa. Namun, solusi ini 
pun merugikan nasabah sehingga perlu dijelaskan di dalam kontrak yang 
mengenai suatu skenario perhitungan apabila nasabah melakukan pembelian 
rumah yang dimiliki PT Bank Muamalat Cabang Makassar lebih cepat dari jangka 
waktu sewa yang disepakati. 
Dari sisi harga, harga jual pada saat akhir periode sewa yang sudah 
ditentukan di awal pun berpotensi memiliki perbedaan prediksi, yaitu harga jual 
yang disepakati lebih kecil dari pada harga pasar. Hal ini pun dapat merugikan 
bank PT Bank Muamalat Cabang Makassar selaku penerbit pembiayaan akad 
IMBT ini. 
Akibat ketentuan yang mengharuskan rumah yang disewakan diakui 
sebagai aktiva bank, nilai akun Asset Yang Diperoleh Untuk Ijarah melambung 
pada suatu ketika dan melesat turun pada suatu ketika. Di akhir tahun 2012, 
asset  yang  diperoleh  untuk  Ijarah bersih  tercatat Rp 178,21 miliar atau 
menurun Rp 147,24 miliar dari tahun  sebelumnya  yang  sebesar  Rp  325,46  
miliar. Penurunan jumlah asset ini sangat signifikan yaitu sebesar -45,24 %. 
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Tabel 5.1 Asset yang Diperoleh Untuk Ijarah Bank Muamalat  
Asset Ijarah 2012 
Rp 
2011 
Rp 
2010  
RP 
Kapal 88.449.008      138.449.008      278.311.916      
Pesawat terbang 79.269.800      75.576.200      75.576.200      
Multijasa 24.693.321      2.496.796      - 
Base 
Transceiver 
Station 
19.777.390      19.732.408      19.732.408      
Bangunan 16.235.500      43.235.500      43.235.500      
Mesin 
pembangkit listrik 
13.977.063      153.913.675      278.997.000      
Kendaraan 6.188.491      8.279.415      7.507.171      
Jumlah 248.590.573 441.683.002 703.360.195 
Akumulasi 
penyusutan 
(70.376.613) (116.227.395) (88.755.186) 
Jumlah tercatat   178.213.960 325.455.607 614.605.009 
    
 
Sumber: Annual Report BMI (2012: 81) 
 
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pengakuan obyek 
pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik sebagai aktiva bank memiliki kontribusi 
yang sangat besar dalam menggelembungkan jumlah asset bank. Asset  Ijarah 
mengalami  penurunan  seiring dengan pembayaran sewa/pelunasan dari 
nasabah 
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Tabel 5.2  Perubahan  akumulasi  penyusutan  asset  yang  diperoleh untuk 
Ijarah Bank Muamalat  
 
 2012 
Rp 
2011 
Rp 
2010 
Rp 
Saldo awal 
tahun 
116.227.395 88.755.186 18.282.536 
Pelunasan (228.881.649) (304.516.524) (121.051) 
Saldo akhir 
tahun 
70.376.613 116.227.395 88.755.186 
 
Sumber: Annual Report BMI (2012: 82) 
. 
Cicilan pokok nasabah untuk pelunasan dicatat sebagai  biaya 
penyusutan yang akumulasinya di akhir periode untuk pelunasan. Sifat risiko 
berubah ketika “biaya  penyusutan  pembiayaan  IMBT”  ini  dianggap  sama  
dengan  “biaya penyusutan  aktiva  tetap”.   Implikasi  pajaknya  sangat  berbeda  
karena  “biaya penyusutan  pembiayaan  IMBT”  tidak  dapat  dianggap  biaya  
dalam  kaca  mata pajak  sebagaimana  “biaya  penyusutan  aktiva  tetap”.  
Substansinya  adalah akumulasi cicilan nasabah untuk melunasi kewajibannya.  
Selain  masalah  tingkat  kerumitan  dalam pengaplikasian  yang  
dialami  oleh  kalangan perbankan, masalah yang sering muncul dalam IMBT ini 
adalah  Mengenai aturan loan to value  (LTV) pada skema bagi hasil, 
pembiayaan bersama dan sewa dalam syariah.  Para  praktisi  mengamati  
kendala  dalam penerapan kebijakan uang muka kredit. Dalam  skim  Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik,  bank  akan meminjamkan dana ke nasabah untuk 
membeli rumah, lalu rumah menjadi milik bank. Nasabah baru memiliki rumah itu 
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jika masa Ijarahnya selesai dan memenuhi seluruh kewajiban. Pengambilalihan 
bisa berdasarkan akad jual beli atau hibah. 
Pembayaran cicilan  dari  nasabah  ini,  sebagian  diakui  sebagai  
pendapatan  dan  sebagian  lagi diakumulasi untuk pada akhirnya digunakan 
sebagai pelunasan kewajiban nasabah. Risiko  produk  ini  sebenarnya  mirip  
dengan  risiko  financial  leasing  di sistem keuangan konvensional, mirip dengan 
risiko kredit jangka panjang dengan cicilan  pokok  pada  bank  konvensional.   
Namun  sebagai  produk  syariah,  tentu  cara  pencatatan  produk  ini  berbeda  
dengan  yang konvensional. 
Pada  skim  murabahah  LTV  sudah  pasti  dikenakan,  karena  skema  
ini mewajibkan peran serta nasabah.  Sebagian kalangan berpendapat kedua 
skim ini perlu dikenakan LTV sebagai bentuk penegasan pembagian risiko antara 
bank dan nasabah.  Bila  tak  dibagi,  risiko  terbesar  ada  di  bank  karena  
sebagian  besar pendanaan  berada  di  bank,  dengan  adanya  aturan  ini  
bertujuan  untuk  memagari PT Bank Muamalat Cabang Makassar agar tidak 
terkena risiko pembiayaan bermasalah (NPF) tinggi.  
5.4.2 Musyarakah Mutanaqisah Sebagai Alternatif 
Musyarakah Mutanaqisah merupakan produk turunan dari akad 
Musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau 
lebih. Kata dasar dari musyarakah adalah syirkah yang berasal dari kata 
syaraka-yusariku-syarkan-syarikan-syirkatan (syirkah) yang berarti kerjasama, 
baik kelompok atau perorangan.  
Musyarakah atau syirkah adalah merupakan kerjasama antara modal 
dan keuntungan. Sementara musyarakah berasal dari kata yatanaqihu-tanaqish-
tanaqihan-mutanaqshun yang berarti mengurangi secara bertahap. Musyarakah 
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Mutanaqisah adalah Musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset(barang) 
atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara 
bertahap oleh pihak lainnya. 
Di dalam Musyarakah Mutanaqisah terdapat unsur kerjasama (syirkah) 
dan unsur sewa (Ijarah). Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau 
dana dan kerjasama kepemilikan. Sewa merupakan kompensasi yang diberikan 
salah satu pihak kepada pihak lain. Berkaitan dengan syirkah, keberadaan pihak 
yang bekerjasama dan pokok modal, sebagai obyek akad syirkah, 
dan shiqhat (ucapan perjanjian atau kesepakatan) merupakan ketentuan yang 
harus terpenuhi.  
Dalam syirkah Mutanaqisah harus jelas besaran angsuran dan besaran 
sewa yang harus dibayar nasabah dan ketentuan batasan waktu pembayaran 
menjadi syarat yang harus diketahui kedua belah pihak. Harga sewa, besar 
kecilnya harga sewa, dapat berubah sesuai kesepakatan. Dalam kurun waktu 
tertentu, besar-kecilnya sewa dapat dilakukan kesepakatan ulang. 
Keunggulan Musyarakah Mutanaqisah adalah PT Bank Muamalat 
Cabang Makassar dan nasabah sama-sama memiliki atas suatu asset yang 
menjadi obyek perjanjian. Karena merupakan asset bersama maka antara PT 
Bank Muamalat Cabang Makassar dan nasabah akan saling menjaga atas asset 
tersebut. Selain itu antara pihak bank dan nasabah sama-sama memiliki klaim 
bagi hasil atas margin sewa yang telah ditetapkan atas asset tersebut. Kedua 
belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar. Dapat meminimalisir 
risiko financial cost jika terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga pasar pada 
perbankan konvensional karena tidak terpengaruh oleh fluktuasi bunga pasar 
pada bank konvensional, dan/atau fluktuasi harga saat terjadinya inflasi 
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Kelemahan musyarakah Mutanaqisah yaitu risiko terjadinya pelimpahan 
atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik pajak atas hak 
tanggungan atau pajak atas bangunan, serta biaya-biaya lain yang mungkin 
dapat menjadi beban atas asset tersebut. Berkurangnya pendapatan PT Bank 
Muamalat Cabang Makassar atas margin sewa yang dibebankan pada asset 
yang menjadi obyek akad. Cicilan atas beban angsuran di tahun-tahun pertama 
akan terasa memberatkan bagi nasabah, dan menjadi ringan tahun-tahun 
berikutnya. 
 
5.4.3 IMBT VS Musyarakah Mutanaqisah 
Terhitung sejak 2012 PT Bank Muamalat Cabang Makassar 
memutuskan untuk lebih menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah dalam 
pembiayaan perumahan dibanding akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Dengan 
kata lain, Bank Muamalat untuk sementara waktu yang tidak ditentukan tidak lagi 
menggunakan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai Bank 
Mumalat terkait, diperoleh bahwa prinsip antara skim Musyarakah Muntanaqisah 
dengan IMBT sebenarnya relatif hampir sama. Sistem yang digunakan pada 
IMBT adalah sewa yang dibayar perbulan dan pada akhir masa periode sewa 
akan terjadi perpindahan kepemilikan rumah dari PT Bank Muamalat Cabang 
Makassar kepada nasabahnya. Masalah sering timbul  dalam penerapan Skim 
IMBT apabila nasabah melakukan wanprestasi terhadap kontrak yang telah 
disepakati. Wanprestasi yang biasanya terjadi adalah nasabah yang tidak 
membayar sewa sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Seringpula terjadi 
akibat nasabah yang memutuskan untuk mengakhiri akad IMBT karena ingin 
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memiliki rumah dari KPR iB sebelum periode sewa berakhir ataupun karena 
kehilangan minat untuk memiliki rumah yang diIjarahkan.  
Skim IMBT mengakui rumah yang diIjarahkan sebagai asset bank. 
Masalah yang timbul dari ketentuan ini adalah jumlah asset dalam laporan 
keuangan akan melambung tinggi. Padahal aktiva yang dimiliki dengan akad 
IMBT akan berpindah kepemilikannya pada nasabah pada akhir periode. Selain 
itu adanya akun akumulasi penyusutan turut menambah masalah dalam laporan 
keuangan pajak karena tidak dipandang sebagai biaya. Dalam PSAK 107, bank 
juga tidak diperbolehkan untuk membuat penyisihan cadangan kerugian piutang 
akhir periode. Hal ini menjadi masalah besar apabila nasabah yang ingin memiliki 
rumah dengan skim IMBT melakukan wanprestasi. Segala resiko akan menjadi 
tanggung jawab tunggal bank dan dicatat sebagai kerugian penjualan aktiva 
Ijarah. Tentu saja hal ini akan membuat laporan keuangan terlihat buruk dan 
tidak sehat.  
Skim Musyarakah Mutanaqisah adalah turunan dari Musayarakah dan 
Ijarah. Skim ini berbentuk kongsi antara PT Bank Muamalat Cabang Makassar 
dengan nasabah dimana bank dan nasabah sama-sama menyetorkan modal 
untuk memiliki sebuah rumah yang pada akhir masa periodenya akan menjadi 
milik nasabah. Pada periode awal skim Musyarakah Mutanaqisah proporsi modal 
yang disetor nasabah adalah sebesar 10% sedangkan dari PT Bank Muamalat 
Cabang Makassar sebesar 90%. 
 Awalnya, pembagian kongsi seperti  yang telah dijelaskan sebelumnya. 
Di akhir masa sewa antara bank dan nasabah akan ada bagi hasil. Bagi hasil 
yang diperoleh akan digunakan untuk mecicil sewa rumah sehingga pada akhir 
periode sewa kepemilikan kongsinnya perlahan  menjadi milik nasabah secara 
keseluruhan. Dalam Musyarakah, kepemilikan rumah tersebut  bukan asset bank 
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sehingga tidak ada akumulasi penyusutan, sedangkan pada  IMBT, diakui 
sebagai asset bank.  
Keunggulan IMBT karena menggunakan sewa, bank relatif dapat 
dengan  mudah menaikkan harga dari sewa sewaktu-waktu. Sedangkan pada 
akad Murabaha yang merupakan jual-beli, sejak awal memang sudah ada harga 
jual yang disepakati antara PT Bank Muamalat Cabang Makassar dengan 
nasabahnya dan kesepakatan ini tidak dapat diubah. Sedangkan pada skim 
IMBT bank dapat menaikkan harga sewa sewaktu-waktu. Keunggulan skim IMBT 
dalam fleksibilitas harga sewa ini juga ternyata dapat diterapkan pada skim 
Musyarakah Mutanaqisah. 
Pada skim Musyarakah Mutanaqisah dapat dilakukan perubahan 
terhadap harga jika ada floating setiap dua tahun. Harga yang telah disepakati 
dapat dilakukan evaluasi. Selain itu, skim ini dapat diaplikasikan untuk tenor yang 
panjang bahkan melebihi sepuluh tahun sehingga dapat menurunkan nilai cicilan. 
Sekilas, kepemilikan rumah dengan skim IMBT dan Musyarakah Mutanaqisah 
dari segi skema pelaksanaan dan dari segi keunggulan hampir sama. Yang 
membedakan hanya masalah pengakuan asset. Pada kepemilikan rumah 
dengan IMBT, rumah yang diperjanjikan diakui sebagai asset PT Bank Muamalat 
Cabang Makassar sehingga mengharuskan pada neraca ditambahkan akun 
akumulasi penyusutan asset tersebut. Sedangkan pada kepemilikan rumah 
dengan Musyarakah Mutanaqisah, rumah yang diperoleh dengan cara 
perkongsian antara nasabah dengan bank tidak diakui sebagai asset bank, tapi 
asset nasabah, sehingga bank tidak perlu menambahkan akun akumulasi 
penyusutan asset tersebut dalam laporan keuangannya. Karena masalah-
masalah yang muncul dari penerapan perlakuan akuntansi IMBT dapat dihindari 
dengan menggunakan skim Musyarakah Muntaqishah dengan tidak 
82 
 
    
 
menghilangkan keunggulan-keunggulan yang dapat diperoleh pada skim IMBT, 
maka PT Bank Muamalat Cabang Makassar memutuskan untuk lebih memilih 
menggunakan skim Musyarakah Mutanaqisah dan tidak lagi untuk sementara 
waktu menggunakan skim IMBT dalam pembiayaan perumahannya. 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
Hasil analisis implementasi PSAK 107 tentang Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik (IMBT) pada PT Bank Muamalat Cabang Makassar, diperoleh  bahwa 
skim IMBT yang diterapkan oleh PT Bank Muamalat Cabang Makassar telah 
sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan dalam PSAK 107. PT Bank 
Muamalat Cabang Makassar menggunakan definisi IMBT seperti yang tercantum 
dalam PSAK 107 sehingga tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaanya. 
Ketentuan perpindahan kepemilikan yang ditawarkan oleh produk pembiayaan 
perumahan PT Bank Muamalat Cabang Makassar menggunakan opsi yang 
dibenarkan dalam PSAK 107, yakni hibah, penjualan sebelum akhir masa akad, 
penjualan pada akhir masa akad, penjualan secara bertahap. 
Metode pencatatan PT Bank Muamalat Cabang Makassar pada skim 
IMBT yang meliputi  biaya perolehan, penyusutan dan amortisasi, pendapatan 
dan beban, perpindahan kepemilikan, telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107. 
Untuk bagian penyajian, Pendapatan Ijarah disajikan secara neto setelah 
dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan 
dan perbaikan, dan sebagainya. Sedangkan bagian pengungkapan telah 
memuat komponen-komponen yang harus diungkapkan pada laporan keuangan 
sesuai dengan ketentuan PSAK 107. 
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Pada kepemilikan rumah dengan IMBT, rumah yang diperjanjikan diakui 
sebagai asset PT Bank Muamalat Cabang Makassar. Masalah yang timbul dari 
ketentuan ini adalah jumlah nilai asset dalam laporan keuangan akan 
menggelembung sehingga bank akan menanggung pajak dalam jumlah yang 
besar pula. Cicilan pokok nasabah untuk pelunasan dicatat sebagai  biaya 
penyusutan yang akumulasinya di akhir periode untuk pelunasan, dimana “biaya 
penyusutan  pembiayaan  IMBT”  tidak  dapat  dianggap  biaya  dalam  kaca  
mata pajak  sebagaimana  “biaya  penyusutan  aktiva  tetap”.   
Dengan menggunakan skim IMBT, Bank dapat  merubah  biaya  sewa 
di tengah terjadinya fluktuasi harga dalam dua tahun sekali. Namun, dari sisi 
harga jual pada saat akhir periode, sewa yang sudah ditentukan di awal pun 
berpotensi memiliki perbedaan prediksi, yaitu harga jual yang disepakati lebih 
kecil dari pada harga pasar. Mengenai aturan loan to value  (LTV), pada  skim  
IMBT nasabah tidak diwajibkan untuk menyetorkan modal sehingga risiko  
terbesar  ada  di  Bank  karena  menanggung seluruh pendanaan, namun di lain 
sisi memberi keringanan biaya pada Nasabah. 
Karena masalah-masalah yang muncul dari implementasi PSAK pada 
skim  IMBT dapat dihindari dengan menggunakan skim Musyarakah Muntaqisah 
dengan tidak menghilangkan keunggulan-keunggulan yang dapat diperoleh pada 
skim IMBT, maka PT Bank Muamalat Cabang Makassar memutuskan untuk lebih 
memilih menggunakan skim Musyarakah Mutanaqisah dan tidak lagi untuk 
sementara waktu menggunakan skim IMBT dalam pembiayaan perumahannya. 
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6.2 Saran 
1. Pada saat peneliti melakukan penelitian di PT Bank Muamalat Cabang 
Makassar terjadi misscommunication dalam hal persuratan dan kesulitan untuk 
mengakses data transaksi yang dilakukan pada periode akuntansi sebelumnya. 
Hal ini dikarenakan PT Bank Muamalat Cabang Makassar sedang melakukan 
pelatihan personalia pada calon karyawan baru yang berasal dari berbagai 
daerah di Indonesia selama beberapa minggu. Karyawan baru ditempatkan 
pada bagian berbeda setiap minggunya  dan belum cukup beradaptasi dengan 
usaha pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat  Cabang 
Makassar, sehingga menyulitkan untuk memperoleh trackrecordnya. Oleh 
karena itu dibutuhkan komunikasi yang terus berlanjut terhadap narasumber 
yang konsisten dan fokus menangani masalah Ijarah Muntahiyah Bittamlik. 
2. Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat 
Cabang Makassar telah sesuai dengan aturan PSAK 107. Survei yang 
dilakukan pada bank-bank yang berlokasi di Makassar menunjukkan bahwa 
hanya Bank Muamalat yang memiliki sumber daya yang mampu 
mengaplikasikan akad ini. Hal inilah yang menjadikan PT Bank Muamalat 
Cabang Makassar memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri dalam 
pembiayaan perumahan. Bank lain umumnya menggunakan akad Murabahah 
karena alasan kerumitan dan pengetahuan sumber daya manusianya. Namun 
sangat disayangkan karena PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar 
memutuskan untuk menghentikan sementara penggunaan skim IMBT dalam 
pembiayaan perumahan dan menggantinya dengan skim Musyarakah 
Mutanaqisah. Skim IMBT dan Musyarakah Mutanaqisah masing-masing 
memiliki kekurangan dan kelebihan. Akan lebih baik bila kedua skim ini 
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diterapkan sehingga membuka lebih banyak peluang pendapatan Bank serta 
memberikan lebih banyak pilihan pelayanan produk pada konsumen. 
3. Penelitian lebih lanjut diharapkan mampu membandingkan prestasi 
penerapan pembiayaan perumahan menggunakan skim IMBT dengan skim 
Musyarakah Mutanaqisah. 
4. Musyarakah Mutanaqisah merupakan akad yang baru digunakan oleh PT 
Bank Muamalat Cabang Makassar terhitung sejak tahun 2012. Oleh karena itu 
diperlukan lebih banyak sosialisasi yang bersifat edukatif pada konsumen. 
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LAMPIRAN I 
Wawancara 
 
1. Apa syarat untuk mendapatkan pembiayaan rumah dari Bank 
Muamalat? 
Bank Muamalat punya produk yang diberi nama KPR Muamalat iB. 
KPR ini adalah produk pembiayaan yang akan membantu Nasabah untuk 
memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun 
pengalihan take-over KPR dari bank lain, Pembiayaan Rumah Indent, 
Pembangunan dan Renovasi. KPR ini diperuntukkan perorangan (WNI) cakap 
hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun untuk karyawan 
dan 60 tahun untuk wiraswasta atau profesional pada saat jatuh tempo 
pembiayaan 
Fitur  unggulan yang dimiliki produk ini yaitu pembiayaannya bisa  
hingga jangka waktu 15 tahun. Selain itu uang mukanya ringan dan itu bisa 
minimal 10% saja. Sisanya yang 90 % itu akan ditanggung oleh pihak Bank.  
Pembiayaan yang ditawarkan jumlahnya bahkan sampai Rp 25 miliar. 
Dalam pembiayaan KPR iB itu berdasarkan prinsip syariah dengan dua 
pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau Musyarakah Mutanaqisah. KPR iB 
dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk 
angsuran diakui secara bersama (joint income). Dapat juga diajukan dengan 
sumber pendapatan gabungan dari gaji karyawan dan penghasilan sebagai 
wiraswasta dan/atau professional. Untuk akad Murabahah dimungkinkan uang 
muka 0% dengan syarat calon nasabah bersedia menyerahkan agunan 
tambahan yang diterima oleh Bank. Dapat perlindungan dari  asuransi jiwa 
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sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Nasabah 
meninggal dunia. 
Adapun tentang persyaratan Administratifnya sebenarnya sederhana 
saja. Yang diperlukan yaitu Formulir permohonan pembiayaan untuk individu, 
Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga, Fotocopy NPWP untuk plafond pembiayaan 
di atas Rp 100 juta, Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah), Asli slip gaji & 
surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan), Fotocopy mutasi rekening 
buku tabungan/statement giro 3 bulan terakhir, Fotocopy rekening telepon dan 
listrik 3 bulan terakhir, Laporan keuangan atau laporan usaha (untuk wiraswasta 
dan profesional), Fotocopy dokumen bangunan yang akan dibeli: SHM/SHGB, 
IMB dan denah bangunan. 
 
2. Kapan terakhir menggunakan IMBT? 
Terhitung sejak 2012 Bank Muamalat Cabang Makassar memutuskan 
untuk lebih menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah dalam pembiayaan 
perumahan dibanding akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Dengan kata lain, Bank 
Muamalat untuk sementara waktu yang tidak ditentukan tidak lagi menggunakan 
akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik. 
 
3. Jadi sudah tak ada Ijarah Muntahiyah Bittamlik di sini? Alasannya? 
Berhubung penelitian saya berfokus pada IMBT, bisa dijelaskan 
bagaimana perlakauan IMBT ? 
Ijarahnya sudah digantikan dengan Musyarakah Mutanaqisah. Karena 
kalau ijarah, asset itu kan akan jadi kepemilikan Bank.  terus kantor-kantor 
akuntan publik akan menghitung asset tadi sebagai asset Bank. Selain dihitung 
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asetnya. Juga akan dihitung penyusutannya. Sedangkan tenornya kalau 
pembiayaan rumah itu panjang sekali sampai belasan tahun. Nah itu membebani 
neraca aktivanya. Disitu kenapa bank muamalat mendrop menstop akad Ijarah 
Muintahiyah Bittamlik dan diganti jadi Musyarakah Mutanaqisah. Mengenai IMBT 
lebih lanjut silahkan ditanyakan apa yang ingin diketahui. 
 
4. Bagaimana rukun dan syarat IMBT? 
IMBT ini terdiri atas dua bagian, yaitu Jual-Beli (Al-Bai‟) dan Ijarah yang 
merupakan akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan 
di akhir masa sewa. Pembayaran yang dilakukan setiap bulan adalah biaya sewa 
rumah tersebut yang ditambah dengan harga rumah yang telah dibagi jangka 
waktu sewa yang disepakati. Harga rumah tersebut diperoleh dari harga beli 
rumah dari bank kepada si penjual rumah, dikurangi uang muka yang telah 
dibayar oleh pembeli rumah. Setelah jangka waktu sewa yang disepakati selesai, 
bank harus melakukan transfer kepemilikan rumah kepada pembeli. 
Transaksi IMBT merupakan pengembangan transaksi Ijarah untuk 
mengakomodasi kebutuhan pasar. Oleh sebab itu, rukun dari IMBT adalah sama 
dengan rukun dari Ijarah. Adapun rukun IMBT yaitu pihak yang berakad harus 
cakap hukum (baligh dan berakal). Obyek yang disewakan berupa barang dan 
atau jasa. Barang itu milik sah dan sempurna dari mu‟jir (milk al-tâm) atau 
Barang itu tidak terkait dengan hak orang lain. Objek harus bisa dinilai dan 
dikenali secara spesifik (fisik). Artinya manfaat barang jelas. Barang dan atau 
jasa tidak termasuk yang diharamkan/dilarang. Barang/jasa bisa langsung 
diserahkan atau digunakan selama jangka waktu tertentu yang disepakati.  
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Syarat Sighat adalah harus jelas dan disebutkan secara  spesifik 
dengan siapa berakad. Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras baik 
dengan keinginan untuk melakukan kontrak sewa, harga dan jangka waktu 
sesuai dengan yang telah disepakati. Tidak mengandung klausul yang bersifat 
 menggantungkan keabsahan transaksi pada  hal/kejadian yang akan datang 
yang tidak sesuai dengan esensi dari Ijarah. Misalnya, mu‟jir menyewakan 
rumahnya kepada pihak lain dengan syarat ia menempati dulu selama 1 (satu) 
bulan baru kemudian ia sewakan kepada B. Esensi dari Ijarah adalah 
memberikan hak atas manfaat barang pada salah satu pihak yang berakad. 
 
5. Seberapa patuh bank muamalat dalam menerapkan PSAK 107? 
Bank Muamalat Indonesia dalam Annual Report 2012 menyatakan 
kepatuhannya terhadap Standar  Akuntansi  Keuangan  di  Indonesia dan 
dijewantahkan dalam setiap aktivitas kantor cabang Bank Muamalat. 
Penyusunan  laporan  keuangan  telah  sesuai dengan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan No. 101 (revisi 2011) tentang “Penyajian Laporan 
Keuangan  Syariah”,  PSAK  No. 102,  “Akuntansi Murabahah”, PSAK No. 104, 
“Akuntansi Istishna”, PSAK  No. 105,  “Akuntansi  Mudharabah”,  PSAK No. 106, 
“Akuntansi Musyarakah”, PSAK No. 107, “Akuntansi  Ijarah”,  PSAK  No.  110  
“Akuntansi Sukuk”, Pedoman  Akuntansi  Perbankan  Syariah Indonesia  
(PAPSI),  Peraturan  Badan  Pengawas Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan 
(BAPEPAM-LK)  tentang  Penyajian  dan Pengungkapan  Laporan  Keuangan  
Emiten  atau Perusahaan Publik. 
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6. Bagaimana cara bank muamalat mengakui Biaya Perolehan? 
Biaya perolehan seperti yang diatur dalam PSAK 107 (2009) adalah 
Obyek Ijarah diakui pada saat obyek Ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. 
Biaya perolehan obyek Ijarah yang  berupa   asset  tetap  bisa kamu lihat sendiri   
pada  PSAK  16 yang isinya tentang  Asset  Tetap  dan  lihat juga Asset  Tidak  
Berwujud pada PSAK 19. Nah, di sana dijelaskan panjang lebar. 
 
7. Bagaimana cara mengakui Penyusutan dan Amortisasi? 
Pengakuan penyusutan dan amortisasinya itu seperti ini. Obyek Ijarah 
disusutkan atau diamortisasi sesuai  dengan  kebijakan  penyusutan  atau  
amortisasi  untuk asset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).  
Kebijakan  penyusutan  atau  amortisasi  yang  dipilih  mencerminkan  pola 
konsumsi  yang  diharapkan  dari  manfaat  ekonomi  di  masa  depan  dari  
obyek Ijarah.  Umur  ekonomis  itu dapat  berbeda  dengan  umur  teknis.   
Misalnya,   mobil yang  dapat  dipakai  sepuluh  tahun  diIjarahkan   dengan  
akad  Ijarah  Muntahiyah Bittamlik  selama  lima  tahun.  Jadi,  umur  
ekonomisnya  adalah  lima tahun.  
Pengaturan penyusutan obyek Ijarah yang berupa asset tetap itu  telah 
sesuai kok dengan ketentuan  PSAK 16: Asset Tetap dan Amortisasi Asset Tidak 
berwujud; dan PSAK 19: Asset Tidak Berwujud. Ketentuan ini disebutkan dalam 
PSAK 107 loh di paragraf 13. 
 
8. Bagaimana pengakuan Pendapatan? 
Pendapatan  administrasi  dan  komisi  yang berkaitan Iangsung dengan 
kegiatan pembiayaan diakui  sebagai  pendapatan  pada  saat  diterima dan  
diamortisasi  selama  jangka  waktu pembiayaan untuk pembiayaan Qardh dan 
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Ijarah. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset 
telah diserahkan kepada  penyewa.   Piutang  pendapatan  sewa  diukur  
sebesar  nilai  yang  dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Bisa 
dilihat sendiri di laporan keungannya nanti. 
 
9. Bagaimana cara pengakuan Beban? 
Beban,,, misalnya perbaikan. Pengakuan biaya perbaikan obyek Ijarah 
adalah seperti ini,  Biaya perbaikan tidak rutin obyek Ijarah diakui pada saat 
terjadinya. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek Ijarah dengan 
persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui 
sebagai beban pada saat terjadinya. 
Dalam Ijarah Muntahiyah Bittamlik  melalui penjualan bertahap, biaya 
perbaikan obyek Ijarah   ditanggung  pemilik  maupun penyewa sebanding 
bagian kepemilikan masing-masing atas obyek Ijarah. Biaya perbaikan obyek 
Ijarah merupakan tanggungan pemilik, perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh 
pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. 
 
10. Bagaimana cara perpindahan kepemilikannya? 
Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada 
penyewa, dalam Ijarah Muntahiyah Bittamlik, dilakukan jika akad Ijarah telah 
berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan 
membuat akad terpisah secara: 
(a) hibah; 
(b) penjualan sebelum akhir masa akad; 
(c) penjualan pada akhir masa akad; 
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(d) penjualan secara bertahap 
 
11. Kalau Pengungkapannya, bagaimana? 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar dalam pengungkapan  
laporan keuangannya telah memenuhi standar yang diatur PSAK 107 paragraf 
32-33. Yaitu;  Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi  
keberadaan wa‟ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan,   
pembatasan-pembatasan,   agunan-agunan yang digunakan;  Nilai perolehan 
dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok asset Ijarah; 
Keberadaan transaksi jual dan Ijarah. 
 
12. Seberapa paham personil bank muamalt dengan konsep dan 
pencatatan akuntansinya dalam hal ini IMBT? 
Bisa dibilang kalau personil di Bank Muamalat itu orang-orangnya sudah 
ahli semua. Terlatih. Mengapa saya katakan demikian, karena selama ini yang 
sering bikin pelatihan IMBT pada Bank Syariah lainnya itu dari Bank Muamalat. 
Bank lainnya masih berusaha meraba-raba dan merangkul IMBT sedang Bank 
Muamalat sendiri sudah dari dulu melaksanakan skim IMBT. Jadi kalau ada 
pertanyaan siapa yang paling ahli dalam IMBT ya karyawan dari Bank Muamalat. 
 
13. Dari psak 107 adakah yang tidak sesuai dengan yang dilakukan bank 
muamalat? 
Alhamdulillah semuanya sesuai. Silahkan dicek sendiri. Atau ditanyakan 
kalau ada yang dirasa menyimpang.  
 
96 
 
    
 
14. Bagaimana dengan kontrak IMBT yang tenornya masih 
berlangsung? 
Ya tentu saja akan tetap kita laksanakan sampai periodenya selesai. 
Karena rata-rata panjang tenor pembiayaan rumah itu 10 tahun, jadi masih 
sampai sepuluh tahun ke depan. Tapi untuk pembiayaan rumah yang baru, kamu 
langsung mengarahkan ke Musyarakah Mutanaqisah, tidak lagi IMBT 
 
15. Apa ada kemungkinan imbt akan digunakan lagi? 
Tentu saja. Bila IMBT dibutuhkan lagi pasti akan digunakan. Terlebih lagi 
kalau kebijakan dan aturan dari IMBT yang terasa menyiksa atau merugikan 
bank telah direvisi. Tapi untuk situasi sekarang memang sepertinya Musyarakah 
Mutanaqisah yang paling memudahkan. 
 
16. Apa kelebihan dan kekurangan IMBT? 
Kalau kelebihan itu salah satunya yaitu bank   dapat  merubah  biaya  
sewa,  sedangkan  dalam  Murabahah tidak dapat diubah harga sewanya di 
tengah terjadinya fluktuasi harga. Nasabah  yang ingin  memiliki  rumah  
membayar  cicilan  bulanan yang besarnya  dapat  berubah  dari  waktu  ke  
waktu  sesuai  kesepakatan.   
Dari sisi keuangan, akad IMBT ini secara relatif cenderung memiliki 
potensi yang merugikan salah satu pihak. Bank Muamalat Cabang Makassar 
memiliki kemungkinan kerugian yang lebih besar dari pada nasabah. Pada akad 
IMBT apabila pembelian rumah dilakukan sebelum masa sewa berakhir, maka 
Bank Muamalat Cabang Makassar akan mengalami kerugian, yaitu pendapatan 
yang diperoleh lebih kecil dari pada uang yang sudah dikeluarkan pada saat 
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membeli rumah. Kecuali bila saat pembelian dilakukan sebelum masa sewa 
berakhir, nasabah tetap melunasi biaya sewa-menyewa. Namun, solusi ini pun 
merugikan nasabah sehingga perlu dijelaskan di dalam kontrak yang mengenai 
suatu skenario perhitungan apabila nasabah melakukan pembelian rumah yang 
dimiliki Bank Muamalat Cabang Makassar lebih cepat dari jangka waktu sewa 
yang disepakati. 
Dari sisi harga, harga jual pada saat akhir periode sewa yang sudah 
ditentukan di awal pun berpotensi memiliki perbedaan prediksi, yaitu harga jual 
yang disepakati lebih kecil dari pada harga pasar. Hal ini pun dapat merugikan 
bank Bank Muamalat Cabang Makassar selaku penerbit pembiayaan akad IMBT 
ini. 
Akibat ketentuan yang mengharuskan rumah yang disewakan diakui 
sebagai aktiva bank, nilai akun Asset Yang Diperoleh Untuk Ijarah melambung 
pada suatu ketika dan melesat turun pada suatu ketika. Di akhir tahun 2012, 
asset  yang  diperoleh  untuk  Ijarah bersih  tercatat Rp 178,21 miliar atau 
menurun Rp 147,24 miliar dari tahun  sebelumnya  yang  sebesar  Rp  325,46  
miliar. Penurunan jumlah asset ini sangat signifikan yaitu sebesar -45,24 %. 
Cicilan pokok nasabah untuk pelunasan dicatat sebagai  biaya 
penyusutan yang akumulasinya di akhir periode untuk pelunasan. Sifat risiko 
berubah ketika “biaya  penyusutan  pembiayaan  IMBT”  ini  dianggap  sama  
dengan  “biaya penyusutan  aktiva  tetap”.   Implikasi  pajaknya  sangat  berbeda  
karena  “biaya penyusutan  pembiayaan  IMBT”  tidak  dapat  dianggap  biaya  
dalam  kaca  mata pajak  sebagaimana  “biaya  penyusutan  aktiva  tetap”.  
Substansinya  adalah akumulasi cicilan nasabah untuk melunasi kewajibannya.  
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Selain  masalah  tingkat  kerumitan  dalam pengaplikasian  yang  
dialami  oleh  kalangan perbankan, masalah yang sering muncul dalam IMBT ini 
adalah  Mengenai aturan loan to value  (LTV) pada skema bagi hasil, 
pembiayaan bersama dan sewa dalam syariah.  Para  praktisi  mengamati  
kendala  dalam penerapan kebijakan uang muka kredit. Dalam  skim  Ijarah  
Muntahiyah  Bittamlik,  bank  akan meminjamkan dana ke nasabah untuk 
membeli rumah, lalu rumah menjadi milik bank. Nasabah baru memiliki rumah itu 
jika masa Ijarahnya selesai dan memenuhi seluruh kewajiban. Pengambilalihan 
bisa berdasarkan akad jual beli atau hibah. 
Pembayaran cicilan  dari  nasabah  ini,  sebagian  diakui  sebagai  
pendapatan  dan  sebagian  lagi diakumulasi untuk pada akhirnya digunakan 
sebagai pelunasan kewajiban nasabah. Risiko  produk  ini  sebenarnya  mirip  
dengan  risiko  financial  leasing  di sistem keuangan konvensional, mirip dengan 
risiko kredit jangka panjang dengan cicilan  pokok  pada  bank  konvensional.   
Namun  sebagai  produk  syariah,  tentu  cara  pencatatan  produk  ini  berbeda  
dengan  yang konvensional. 
Pada  skim  murabahah  LTV  sudah  pasti  dikenakan,  karena  skema  
ini mewajibkan peran serta nasabah.  Sebagian kalangan berpendapat kedua 
skim ini perlu dikenakan LTV sebagai bentuk penegasan pembagian risiko antara 
bank dan nasabah.  Bila  tak  dibagi,  risiko  terbesar  ada  di  bank  karena  
sebagian  besar pendanaan  berada  di  bank,  dengan  adanya  aturan  ini  
bertujuan  untuk  memagari Bank Muamalat Cabang Makassar agar tidak terkena 
risiko pembiayaan bermasalah (NPF) tinggi. 
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17. Apa alasan Bank Muamalat memilih menggunakan Musyarakah 
Mutanaqisah? 
Prinsip antara skim Musyarakah Muntanaqisah dengan IMBT 
sebenarnya relatif hampir sama. Sistem yang digunakan pada IMBT adalah sewa 
yang dibayar perbulan dan pada akhir masa periode sewa akan terjadi 
perpindahan kepemilikan rumah dari Bank Muamalat Cabang Makassar kepada 
nasabahnya. Masalah sering timbul  dalam penerapan Skim IMBT apabila 
nasabah melakukan wanprestasi terhadap kontrak yang telah disepakati. 
Wanprestasi yang biasanya terjadi adalah nasabah yang tidak membayar sewa 
sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Seringpula terjadi akibat nasabah 
yang memutuskan untuk mengakhiri akad IMBT karena ingin memiliki rumah dari 
KPR iB sebelum periode sewa berakhir ataupun karena kehilangan minat untuk 
memiliki rumah yang diIjarahkan. 
Skim Musyarakah Mutanaqisah adalah turunan dari Musayarakah dan 
Ijarah. Skim ini berbentuk kongsi antara Bank Muamalat Cabang Makassar 
dengan nasabah dimana bank dan nasabah sama-sama menyetorkan modal 
untuk memiliki sebuah rumah yang pada akhir masa periodenya akan menjadi 
milik nasabah. Pada periode awal skim Musyarakah Mutanaqisah proporsi modal 
yang disetor nasabah adalah sebesar 10% sedangkan dari Bank Muamalat 
Cabang Makassar sebesar 90%. 
 Awalnya, pembagian kongsi seperti  yang telah dijelaskan sebelumnya. 
Di akhir masa sewa antara bank dan nasabah akan ada bagi hasil. Bagi hasil 
yang diperoleh akan digunakan untuk mecicil sewa rumah sehingga pada akhir 
periode sewa kepemilikan kongsinnya perlahan  menjadi milik nasabah secara 
keseluruhan. Dalam Musyarakah, kepemilikan rumah tersebut  bukan asset bank 
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sehingga tidak ada akumulasi penyusutan, sedangkan pada  IMBT, diakui 
sebagai asset bank.  
Keunggulan IMBT karena menggunakan sewa, bank relatif dapat 
dengan  mudah menaikkan harga dari sewa sewaktu-waktu. Sedangkan pada 
akad Murabaha yang merupakan jual-beli, sejak awal memang sudah ada harga 
jual yang disepakati antara Bank Muamalat Cabang Makassar dengan 
nasabahnya dan kesepakatan ini tidak dapat diubah. Sedangkan pada skim 
IMBT bank dapat menaikkan harga sewa sewaktu-waktu. Keunggulan skim IMBT 
dalam fleksibilitas harga sewa ini juga ternyata dapat diterapkan pada skim 
Musyarakah Mutanaqisah. 
Pada skim Musyarakah Mutanaqisah dapat dilakukan perubahan 
terhadap harga jika ada floating setiap dua tahun. Harga yang telah disepakati 
dapat dilakukan evaluasi. Selain itu, skim ini dapat diaplikasikan untuk tenor yang 
panjang bahkan melebihi sepuluh tahun sehingga dapat menurunkan nilai cicilan. 
Sekilas, kepemilikan rumah dengan skim IMBT dan Musyarakah Mutanaqisah 
dari segi skema pelaksanaan dan dari segi keunggulan hampir sama. Yang 
membedakan hanya masalah pengakuan asset. Pada kepemilikan rumah 
dengan IMBT, rumah yang diperjanjikan diakui sebagai asset Bank Muamalat 
Cabang Makassar sehingga mengharuskan pada neraca ditambahkan akun 
akumulasi penyusutan asset tersebut. Sedangkan pada kepemilikan rumah 
dengan Musyarakah Mutanaqisah, rumah yang diperoleh dengan cara 
perkongsian antara nasabah dengan bank tidak diakui sebagai asset bank, tapi 
asset nasabah, sehingga bank tidak perlu menambahkan akun akumulasi 
penyusutan asset tersebut dalam laporan keuangannya. Karena masalah-
masalah yang muncul dari penerapan perlakuan akuntansi IMBT dapat dihindari 
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dengan menggunakan skim Musyarakah Muntaqishah dengan tidak 
menghilangkan keunggulan-keunggulan yang dapat diperoleh pada skim IMBT, 
maka Bank Muamalat Cabang Makassar memutuskan untuk lebih memilih 
menggunakan skim Musyarakah Mutanaqisah dan tidak lagi untuk sementara 
waktu menggunakan skim IMBT dalam pembiayaan perumahannya. 
 
18. Apa kelebihan dan kekurangan Musyarakah Mutanaqisah? 
Di dalam Musyarakah Mutanaqisah terdapat unsur kerjasama (syirkah) 
dan unsur sewa (Ijarah). Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau 
dana dan kerjasama kepemilikan. Sewa merupakan kompensasi yang diberikan 
salah satu pihak kepada pihak lain. Berkaitan dengan syirkah, keberadaan pihak 
yang bekerjasama dan pokok modal, sebagai obyek akad syirkah, 
dan shiqhat (ucapan perjanjian atau kesepakatan) merupakan ketentuan yang 
harus terpenuhi.  
Dalam syirkah Mutanaqisah harus jelas besaran angsuran dan besaran 
sewa yang harus dibayar nasabah dan ketentuan batasan waktu pembayaran 
menjadi syarat yang harus diketahui kedua belah pihak. Harga sewa, besar 
kecilnya harga sewa, dapat berubah sesuai kesepakatan. Dalam kurun waktu 
tertentu, besar-kecilnya sewa dapat dilakukan kesepakatan ulang. 
Keunggulan Musyarakah Mutanaqisah adalah Bank Muamalat Cabang 
Makassar dan nasabah sama-sama memiliki atas suatu asset yang menjadi 
obyek perjanjian. Karena merupakan asset bersama maka antara Bank 
Muamalat Cabang Makassar dan nasabah akan saling menjaga atas asset 
tersebut. Selain itu antara pihak bank dan nasabah sama-sama memiliki klaim 
bagi hasil atas margin sewa yang telah ditetapkan atas asset tersebut. Kedua 
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belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar. Dapat meminimalisir 
risiko financial cost jika terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga pasar pada 
perbankan konvensional karena tidak terpengaruh oleh fluktuasi bunga pasar 
pada bank konvensional, dan/atau fluktuasi harga saat terjadinya inflasi 
Kelemahan musyarakah Mutanaqisah yaitu risiko terjadinya pelimpahan 
atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik pajak atas hak 
tanggungan atau pajak atas bangunan, serta biaya-biaya lain yang mungkin 
dapat menjadi beban atas asset tersebut. Berkurangnya pendapatan Bank 
Muamalat Cabang Makassar atas margin sewa yang dibebankan pada asset 
yang menjadi obyek akad. Cicilan atas beban angsuran di tahun-tahun pertama 
akan terasa memberatkan bagi nasabah, dan menjadi ringan tahun-tahun 
berikutnya. 
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Lampiran 2 
 
Website KPR iB Muamalat 
 
 
 
 
 PRODUK & LAYANAN  
 BERITA & KARIR  
 HUBUNGAN INVESTOR  
 JARINGAN KAMI  
 SEPUTAR KAMI  
 
Cari  
BERANDA> PRODUK & LAYANAN > PEMBIAYAAN > KONSUMEN 
>KPR MUAMALAT IB 
Indonesia | English 
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ShareThis 
KPR Muamalat iB 
KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk 
memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun 
pengalihan take-over KPR dari bank lain. 
Pembiayaan Rumah Indent, Pembangunan dan Renovasi. 
 
Peruntukkan : 
Perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 
tahun untuk karyawan dan 60 tahun untuk wiraswasta atau profesional pada saat 
jatuh tempo pembiayaan 
 
Fitur Unggulan : 
1. Pembiayaan hingga jangka waktu 15 tahun 
2. Uang muka ringan minimal 10%* 
3. Adanya pilihan angsuran tetap hingga lunas atau kesempatan angsuran 
yang lebih ringan 
4. Plafond hingga Rp 25 miliar 
5. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda 
6. Dapat digunakan untuk:  
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1. pembelian rumah/ruko/rukan/kios/apartemen baru maupun bekas, 
2. take over kpr/pembiayaan sejenis dari bank lain 
7. Nilai pembiayaan yang tinggi hingga 90% dari nilai rumah* 
*dari harga perolehan yang diakui Bank. 
 
Fitur Umum : 
1. Berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu akad murabahah 
(jual-beli) atau musyarakahmutanaqishah (kerjasama sewa)  
2. Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan 
untuk angsuran diakui secara bersama (joint income) 
3. Dapat diajukan dengan sumber pendapatan gabungan dari gaji karyawan 
dan penghasilan sebagai wiraswasta dan/atau profesional  
4. Untuk akad murabahah dimungkinkan uang muka 0% dengan syarat calon 
nasabah bersedia menyerahkan agunan tambahan yang diterima oleh Bank  
5. Dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh 
perusahaan asuransi apabila Anda meninggal dunia  
6. Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat  
 
Persyaratan Calon Nasabah : 
Perorangan (WNI) dengan semua jenis pekerjaan : 
karyawan tetap, karyawan kontrak, wiraswasta, guru, dokter dan profesional 
lainnya  
 
Persyaratan Administratif untuk Pengajuan : 
1. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu 
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga 
3. Fotocopy NPWP untuk plafond pembiayaan di atas Rp 100 juta 
4. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah) 
5. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan) 
6. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 3 bulan terakhir 
7. Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir 
8. Laporan keuangan atau laporan usaha (untuk wiraswasta dan profesional) 
9. Fotocopy dokumen bangunan yang akan dibeli: SHM/SHGB, IMB dan 
denah bangunan 
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Simulasi Angsuran Pembiayaan Syariah >> 
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Lampiran 3 
Curiculum Vitae 
 
PERSONAL DETAIL 
 
Name : Muh. Tajrim, SE 
Sex :  Male 
Last Education : Accounting   
  (S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 
Hasanuddin) 
Year of Graduate : January 30,  2014 
GPA :  3,4 
Date & Place Of Birth :  March 23, 1990/ Maroangin 
Age : 23 Years Old 
Contact : 085 256 815 066   
Mailing Address : Iqbaltajrim@gmail.com 
Religion : Islam 
Marital Status : Single 
Height / Weight : 173 Cm / 65 Kg 
Domicile : Makassar 
Hobbies : Reading, Writing  
Motto : Dedication  is the key of Succes 
 
EDUCATIONAL BACKGROUND 
 
TK : TK Dharma Wanita 
SD : SDN 107 Bangkala 
SMP : SLTP 1 Maiwa 
SMA : SMA Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan  
PT : Jurusan Akuntansi    Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin               
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ORGANIZATIONAL BACKGROUND 
 
2009  -Head of  WTC UH (Welcome To Campus Universitas Hasanuddin) 
 -Staff of Human and Resources Department, HPMM  
 (Himpunan Pelajar Dan Mahasiswa Massenrempulu) 
 -Coordinator of English Class, LDM Ramsis UH 
 ( Lembaga Dakwah Mahasiswa Asrama Mahasiswa  
 Universitas     Hasanuddin) 
2010  -Coordinator of Scientific Department, FoSEI UH 
  (Forum Studi Ekonomi Islam Universitas Hasanuddin) 
 -Coordinator of Public Relation Department, FLP UH  
 (Forum Lingkar Pena Universitas Hasanuddin) 
2011  -Head of  FLP UH (Forum Lingkar Pena Universitas Hasanuddin) 
 -Organizational Advisory Council, FoSEI UH 
 (Forum Studi Ekonomi Islam Universitas Hasanuddin) 
2012  -Staff  of Scientific Departemen, IMA UH 
 (Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas Hasanuddin) 
 - Organizational Advisory Council, FLP UH  
 (Forum Lingkar Pena Universitas Hasanuddin) 
2013  -Secretaris, LDM (Lembaga Dakwah Mahasiswa) Al Aqsho  
 Universitas Hasanuddin 
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NON ACADEMIC ACHIEVEMENTS 
 
Winner of  Forum Lingkar Pena Award Universitas Hasanuddin 
Third Winner of  Lomba Cerpen Sekabupaten Enrekang 
Sixth Winner of  Lomba Cerpen Asuransi Syariah  Nasional  by  ALIANZ  
Syariah Insurance 
Finalis of National Green Campus Competition by KOMPAS 
 
 
 Makassar, 30 Januari 2014 
 
 
 Muh. Tajrim 
 
 
